
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

P E R A T U R A N B U P A T I P A C I T A N 
N O M O R 178 T A H U N 2 0 2 1 

T E N T A N G 

B A D A N U S A H A M I L I K D E S A 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

B U P A T I P A C I T A N , 

: a. bahwa da lam rangka pembinaan dan pengembangan 
Badan Usaba Mi l ik Desa/Badan Usaba Mi l ik Bersama 
sebagaimana ke tentuan Pasal 72 ayat 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tabun 2021 tentang Badan Usaba 
Mi l i k Desa, maka per lu pedoman Badan Usaba Mi l ik 
Desa da lam ben tuk Peraturan Bupat i ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada b u r u f a d i atas, perlu adanya 
menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Badan Usaba 
Mi l ik Desa; 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 T a b u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telab d iubab beberapa ka l i t e rakb i r dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 T a b u n 2020 tetang Cipta 
Kerja ( lembaran Negara Republ ik Indonesia Tabun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2021 tentang 
Badan Usaba Mi l ik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a b u n 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 6623); 



5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia T a b u n 2016 Nomor 53); 

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 
tentang Pengelolasin Keuangan Desa (Berita Negara 
Republ ik Indonesia Tabun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tabun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaba Mi l i k Desa; 

8. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tabun 2019 
tentang Musyawarab Desa; 

9. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tabun 2021 
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan. 
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 
dan/atau Jasa Badan Usaba M i l i k Desa/ Badan Usaba 
Mi l ik Desa Bersama; 

10. Peraturan Bupa t i Nomor 96 Tabun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan Tabun 2018 Nomor 96) sebagaimana telab di 
ubab beberapa ka l i t e rakb i r dengan Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 59 Tabun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan T a b u n 2021 Nomor 59); 

11. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 96 Tabun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pacitan Tabun 2019 Nomor 96); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG BADAN USAHA 
MIL IK DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang mempunya i wewenang, tugas dan 

kewajiban u n t u k menyelenggarakan r u m a h tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dar i Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 

5. Desa adalah Desa d i l ingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara u r u s a n pemer intahan dan 

kepentingan masyarakat desa setempat da lam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d iban tu perangkat desa sebagai unsu r 
penyelenggara pemer intahan desa. 



8. kewenangan Desa adalah kewenangan yang d im i l i k i desa me l iput i 
kewenangan berdasarkan bak asal -usul , kewenangan lokal berskala desa, 
kewenangan yang d i tugaskan oleb pemer intah, pemerintah daerah provinsi 
a tau pemer intah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dis ingkat BPD adalah 
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang anggotanya 
merupakan wak i l dar i desa berdasarkan keterwaki lan wilayab yang 
d i te tapkan secara demokrat is . 

10. Badan Usaba Mi l ik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan 
H u k u m yang d id i r i kan oleb Desa guna mengelola usaba, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produkt i f i tas , menyediakan jasa pelayanan, 
dan / a tau menyediakan jen is usaba la innya u n t u k sebesar-besam\a 
kesejabteraan masyarakat Desa. 

11 . Badan Usaba Mi l ik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa 
Bersama adalah Badan H u k u m yang d id i r i kan bersama Desa-Desa guna 
mengelola usaba, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produkt i f i tas , menyediakan jasa pelayanan, dan / a tau menyediakan jenis 
usaba la innya u n t u k sebesar-besamya kesejabteraan masyarakat Desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan t abunan pemer intahan desa. 

13. Musyawarab Desa atau yang disebut dengan nama la in adalah musyawarab 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleb Badan Permusyawaratan Desa u n t u k 
menyepakati ba l yang bersifat strategis. 

14. Peraturan Desa adalah pera turan perundang-undangan yang di tetapkan 
oleb Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

15. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya dis ingkat BKAD adalah 
Badan yang d iben tuk atas dasar kesepakatan antar-desa u n t u k membantu 
Kepala Desa da lam melaksanakan kerja sama antar Desa. 

16. Kesepakatan Bersama Kepala Desa adalah kesepakatan para p ibak u n t u k 
mengerjakan sesuatu yang menimbulkgm bak dan kewajiban. 

17. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan p ibak 
ketiga yang d ibua t secara te r tu l i s u n t u k mengerjakan bidang dan/atau 
potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta men imbu lkan bak dan 
kewajiban. 

18. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa 
yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i Peraturan Desa dan/atau 
Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendir ian BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

19. Anggaran Rumah Tangga adalah ke tentuan teknis tentang tata cara kerja 
organisasi sebagai penjabaran Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

20. Aset Desa adalah barang m i l i k Desa yang berasal dar i kekayaan asli Desa, 
dibel i a tau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
peroleban bak la innya yang sab. 

2 1 . Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan 
u n t u k memperoleh barang/jasa oleb pemer intah desa, baik d i l akukan 
mela lui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

22. T im Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya d is ingkat TPK aalab t i m yang 
membantu kaur/kas i da lam melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara t idak langsung 
d ipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemer intahan desa dan 
t idak mengubab setatus kepemi l ikan. 



24. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh p ihak la in da lam jangka wak tu 
ter tentu dan mener ima imba lan uang tuna i . 

25. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleb p ibak la in dalam 
jangka w a k t u te r tentu da lam rangka men ingkatkan pendapatan desa. 

26. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleb 
p ibak la in dengan cara mend i r ikan bangunan dan/atau sarana ber ikut 
fasil itasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserabkan u n t u k 
d idayagunakan oleb p ibak la in tersebut da lam j angka w a k t u ter tentu yang 
disepakati . 

27. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleb 
p ibak la in dengan cara mend i r ikan bangunan dan/atau sarana ber ikut 
fasil itasnya, kemud ian d idayagunakan oleb p ibak la in tersebut da lam jangka 
w a k t u ter tentu yang disepakati u n t u k selanjutnya d iserabkan kembal i tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana ber ikut fasi l i tasnya setelah berakbirnya 
j angka w a k t u . 

28. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayaban dan data 
kewargaan d i Desa yang disediakan oleb Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigras i serta d i l akukan secara terpadu dengan 
mendayagunakan fasilitas perangkat l u n a k dan perangkat keras, j a r ingan , 
dan sumber daya manus ia u n t u k disaj ikan menjadi informasi yang berguna 
dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pub l ik serta dasar 
perumusan kebi jakan strategis pembangunan Desa. 

Pasal 2 

B U M Desa terd i r i atas: 
a. BUM Desa; dan 
b. BUM Desa bersama. 

Pasal 3 

BUM Desa/BUM Desa bersama ber tu juan : 
a. me lakukan kegiatan usaba ekonomi mela lu i pengelolaan usaba, serta 

pengembangan investasi dan produkt iv i tas perekonomian, dan potensi Desa; 
b. me lakukan kegiatan pelayanan u m u m mela lu i persediaan barang dan/atau 

jasa serta pemenuhan k e b u t u h a n u m u m masyarakat Desa, dan mengelola 
l u m b u n g pangan Desa; 

c. memperoleh keun tungan atau laba bersib bagi peningkatan pendapatan asli 
Desa serta mengembangkan sebesar-besamya manfaat atas sumber daya 
ekonomi masyarakat Desa; 

d. pemanfaatan Aset Desa guna menc iptakan n i l a i t ambab atas Aset Desa; dan 
e. mengembangkan ekosistem ekonomi dig i ta l d i Desa. 

Pasal 4 

Dalam mewu judkan t u j u a n B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 3, pengelolaan B U M Desa/BUM Desa bersama 
d i laksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan 
dengan pr ins ip : 
a. Profesional; 
b. Terbuka dan bertanggung]awab; 
c. Partisipatif; 
d. Prioritas sumber daya lokal ; dan 
e. Berkelanjutan. 



Pasal 5 

Pencapaian t u j u a n BUM desa/BUM Desa Bersama sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 4, d i l akukan mela lu i pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa 
bersama mel iput i : 
a. Konsolidasi p roduk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; 
b. Produksi barang dan/atau jasa; 
c. Penampung, pembeli, pemasaran p roduk masyarakat Desa; 
d. Inkubas i usaba masyarakat Desa; 
e. St imulas i dan dinamisasi usaba ekonomi masyarakat Desa; 
f. Pelayanan kebu tuban dasar dan u m u m bagi masyarakat Desa; 
g. Peningkatan kemanfaatan dan n i l a i ekonomi kekayaan budaya, religiositisas, 

dan sumber daya a lam; dan 
b. Peningkatan n i l a i tambab atas aset Desa dan pendapatan asl i Desa. 

Pasal 6 

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menja lankan usaba d i b idang ekonomi 
dan/atau pelayanan u m u m sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB II 
PENDIRIAN BUM D E S A / BUM D E S A BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Pendirian 

Pasal 7 

(1) BUM Desa d id i r i kan oleb 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarab Desa dan 
pendir iannya d i te tapkan dengan Peraturan Desa. 

(2) BUM Desa bersama d id i r i kan oleb 2 (dua) Desa atau lebib berdasarkan 
Musyawarab Antar Desa dan pendir iannya di tetapkan dengan Peraturan 
Bersama Kepala Desa. 

(3) BUM Desa bersama d id i r i kan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan 
usaba, a tau kedekatan wilayab. 

(4) Pendirian B U M Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t idak 
ter ikat pada batas wilayab administrat i f . 

(5) Pendirian BUM Desa bersama d i l akukan Desa dengan Desa l am secara 
langsung tanpa memper t imbangkan ada a tau t idaknya BUM Desa di Desa 
masing-masing. 

(6) Peraturan Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama 
Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing sedikit memuat : 
a. penetapan pendir ian BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan 
c. penetapan besamya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 

da lam rangka pendir ian B U M Desa/BUM Desa bersama. 
(7) Format Ber i ta Acara Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa Pendirian 

BUM Desa / B U M Desa Bersama sebagaimana d imaksud ayat (1) dan (2) 
sebagaimana tersebut da lam lampi ran I dan 11. 

(8) Format Peraturan Desa /Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut da lam lampi ran I I I . 



Pasal 8 

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud pada Pasal 7 
d idasarkan pada pert imbangan : 
a. Kebutuban masyarakat; 
b. Pemecaban masalab bersama; 
c. Kelayakan usaba; 
d. Model bisnis, ta ta kelola, ben tuk organisasi dan jen is usaba, serta 

pengetabuan dan teknologi; dan 
e. Visi pelestarian, orientasi keber lanjutan, dan mis i pe l indungan n i la i religi, 

adat ist iadat, per i laku sosial, dan keari fan lokal . 

Bagian Kedua 
Anggaran Dasar 

Pasal 9 

(1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubabannva dibabas 
dan d i te tapkan dalam Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa. 

(2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) pal ing sedikit memuat : 
a. Nama; 
b. Tempat kedudukan ; 
c. Maksud dan t u j u a n pendir ian; 
d. Modal; 
e. Jenis usaba d ib idang ekonomi dan/atau pelayanan u m u m ; 
f. Nama dan j u m l a b penasebat, pelaksana operasional, dan pengawas; 
g. Hak, kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenang serta tata cara 

pengangkatan, pengantian, dan pemberbent ian penasebat, pelaksana 
operasional dan/atau pengawas ; dan 

b. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan 
pemanfaatan basi l usaba; 

i . Peningkatan kompetensi pegawai; dan 
i . Penutup. 

(3) Perubaban Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d ibe r i t abukan mela lu i sistem informasi Desa yang 
terentrigrasi dengan sistem adminst ras i badan b u k u m kementer ian yang 
menyelenggarakan u rusan pemer intaban d i b idang b u k u m dan bak asasi 
manusia . 

(4) Kementerian yang menyelenggarakan u rusan pemerintaban di bidang 
b u k u m dan bak asasi manus ia menerb i tkan surat penerimaan 
pember i tabuan perubaban Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama. 

(5) Dalam ba l BUM Desa/BUM Desa bersama telab memi l ik i un i t usaba, 
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama barus memuat Un i t Usaba 
BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(6) Format Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana 
d imaksud ayat (2) sebagaimana tersebut da lam lampi ran IV. 

Bagian Ketiga 
Anggaran Rumah Tangga 

Pasal 10 

(1) Anggaran r u m a b tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau 
perubabannya dibabas dan disepakati da lam rapat bersama antara 
penasibat, pelaksana operasional dan pengawas. 



(2) Anggaran r u m a h tangga B U M Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit m e m u a t : 
a. Ketentuan u m u m ; 
b. Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
c. Tata cara pengangkatan dan pemberbent ian pegawai; 
d. Masa bak t i dan j a m kerja; 
e. Prosedur pengambi lan keputusan dan pertanggungjawabanBUM 

Desa/BUM Desa bersama; 
f. Penjabaran terper inci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; 

dan 
g. Ketentuan Penutup. 

(3) Anggaran r u m a b tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau 
Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(4) Format Anggaran r u m a b tangga B U M Desa/BUM Desa Bersama 
sebagaimana d imaksud ayat (2) sebagaimana tersebut da lam lampi ran V. 

Bagian Keempat 
Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal 11 

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama d i l akukan oleb pemobon 
mela lu i Sistem Informasi Desa kepada Kementerian yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintaban Desa. 

(2) Pemobon sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas: 
a. Kepala Desa u n t u k BUM Desa; a tau 
b. Kepala Desa yang diber i kuasa oleb para Kepala Desa dari Desa pendir i 

u n t u k BUM Desa bersama. 

Pasal 12 

Selain mengisi f o rmul i r is ian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana d imaksud pada pasal 11 ayat (1), pemobon barus mengisi 
pemyataan secara e lektronik yang menyatakan: 
a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang d ia jukan telab sesuai dengan 

ketentuan; dan 
b. bertanggung jawab penub terbadap nama B U M Desa/BUM Desa bersama 

yang d ia jukan. 

Pasal 13 

Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12 
b u r u f a ba rus memenuh i ke tentuan: 
a. t idak sama atau t idak menyerupai nama: 

1. BUM Desa/BUM Desa bersama la in ; 
2. lembaga pemer intah; dan 
3. lembaga in temas iona l ; 

b. diawal i dengan frasa BUM Desa dan d i akb i r i dengan nama admin is t ra t i f Desa 
u n t u k BUM Desa; 

c. diawal i dengan frasa BUM Desa bersama u n t u k B U M Desa bersama; 
d. t idak bertentangan dengan keter t iban u m u m dan/atau kesusi laan; 
e. sesuai dengan a tau mencerminkan maksud dan tu juan , serta usaba BUM 

Desa/BUM Desa bersama; 
f. terd i r i dar i rangkaian b u r u f yang membentuk kata; dan 
g. t idak mengandung babasa asing. 



Pasal 14 

(1) Persetujuan penggunaan nama B U M Desa/BUM Desa bersama diber ikan oleb 
Menteri secara elektronik. 

(2) Persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan da lam bentuk 
surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing sedikit 
memuat: 
a. nomor pendaftaran nsima BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat d ipakai ; 
c. nama pemobon; 
d. tanggal pendaftaran nama B U M Desa/BUM Desa bersama; dan 
e. tanggal kedaluwarsa. 

(4) Surat persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) banya u n t u k 1 (satu) 
nama BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(5) Surat persetujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d iber ikan pal ing lama 
1 (satu) ba r i kerja. 

(6) Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telab d isetuju i sebagaimana ayat 
(1) ber laku u n t u k j angka w a k t u pal ing lama 40 (empat pulub) bar i kerja sejak 
persetujuan pemakaian nama d iber ikan. 

Bagian Ke l ima 
Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal 15 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleb status badan b u k u m pada saat 
d i t e rb i tkannya sert i f ikat pendaftaran secara e lektronik dar i menter i yang 
menyelenggarakan u rusan pemer intaban d i b idang b u k u m dan hak asasi 
manusia . 

(2) Da lam ba l B U M Desa/BUM Desa bersama memi l i k i Un i t Usaba BUM Desa/ 
BUM Desa bersama, k edudukan badan b u k u m u n i t usaba tersebut terpisab 
dar i B U M Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) U n t u k memperoleb status badan b u k u m sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
15 ayat (1), Pemerintah Desa me lakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa 
bersama kepada Menter i me la lu i sistem informasi Desa. 

(2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem admin is t ras i badan b u k u m pada 
kementer ian yang menj^elenggarakan u r u s a n pemer intaban d i b idang b u k u m 
dan bak asasi manusia . 

(3) Hasi l pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) menjadi dasar menter i yang menyelenggarakan urusan 
pemer intaban d i b idang b u k u m dan bak asasi manus ia u n t u k menerbi tkan 
serti f ikat pendaftaran badan b u k u m BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 17 

(1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama d i l a k u k a n oleb Pemerintah Desa 
kepada Menter i me la lu i Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan 
sistem admin is t ras i badan b u k u m kementer ian yang menyelenggarakan 
u rusan pemer intaban d i b idang b u k u m dan bak asasi manusia . 



(2) Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iwak i l i oleb pendaftar 
yang terd i r i atas: 
a. kepala Desa u n t u k BUM Desa; a tau 
b. kepala Desa yang d iber i kuasa oleb para kepala Desa dar i Desa pendir i 

u n t u k BUM Desa Bersama. 

Pasal 18 

(1) Pendaftaran B U M Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 17 d i l akukan secara e lektronik dengan mengisi fo rmul i r is ian 
pendaftaran B U M Desa/BUM Desa Bersama. 

(2) Formul i r is ian pendaftaran B U M Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit memuat : 
a. nomor pendaftaran nama B U M Desa/BUM Desa Bersama yang telab 

d idapatkan pada proses pendaftaran nama; 
b. nama B U M Desa/BUM Desa Bersama yang telab d ise tu ju i oleb Menteri ; 
c. j en is BUM Desa: 

1. BUM Desa; a tau 
2. B U M Desa Bersama. 

d. nama admin is t ra t i f Desa pendir i ; 
e. a lamat B U M Desa/BUM Desa Bersama; 
f. modal awal B U M Desa/BUM Desa Bersama; 
g. identi tas pendir i ; dan 
b. b idang usaba. 

(3) Ketentuan mengenai nama admin is t ra t i f Desa pendir i sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) b u r u f d dapat d isesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa 
Bersama. 

(4) Pendaftaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) barus d ia jukan dalam 
jangka w a k t u pal ing lama 20 (dua pulub) ba r i kerja t e rb i tung sejak tanggal 
d i te tapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa 
mengenai pendir ian BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(5) Dalam ba l pendaftaran B U M Desa/BUM Desa Bersama melebibi j angka 
w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses 
pendaftaran m u l a i dar i pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 19 

(1) Pengisian fo rmul i r is ian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 ayat (2) barus di lengkapi dengan 
dokumen pendukung yang d isampaikan secara e lektronik mela lu i Sistem 
Informasi Desa. 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa: 
a. ber i ta acara Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa pendir ian BUM 

Desa/BUM Desa bersama; 
b. Peraturan Desa a tau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendir ian 

BUM Desa/BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM 
Desa bersama yang merupakan bagian t idak terp isabkan dar i Peraturan 
Desa a tau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendir ian BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

c. anggaran r u m a b tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; dan 
d. rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(3) Format dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t e rcantum 
dalam Lampiran V l , V l l dan V l l l yang merupakan bagian t idak terpisabkan 
dar i Peraturan Bupa t i i n i . 



Pasal 2 0 

Pendaftar wajib mengisi pemyataan secara e lektronik yang menyatakan: 
a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama telab 

lengkap dan benar; 
b. fo rmul i r is ian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dan dokumen 

pendukung sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 telab sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan; dan 

c. bertanggung jawab penub terbadap fo rmul i r is ian pendaftaran BUM 
Desa/BUM Desa bersama dan dokumen pendukung . 

Bagian Keenam 
Verif ikasi Data Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal 21 

(1) Verif ikasi data pendaftaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 18 d i l akukan oleb Kementerian. 

(2) Verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan pal ing lama 5 (lima) 
ba r i kerja t e rb i tung sejak d i l akukan pendaftaran mela lu i Sistem Informasi 
Desa. 

(3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verif ikasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i sampaikan kepada menter i yang menyelenggarakan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang b u k u m dan bak asasi manus ia u n t u k 
d i t e rb i tkan sert i f ikat pendaftaran badan b u k u m BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

(4) Data B U M Desa/BUM Desa bersama yang t idak lolos verifikasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d ikemba l ikan kepada pendaftar u n t u k diperbaiki . 

Pasal 22 

Ketentuan mengenai a lur proses pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama 
te rcantum da lam Lampiran IX yang merupakan bagian bdak terp isabkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB I I I 
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal 23 

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisab dar i Pemerintah Desa. 

Pasal 24 

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terd i r i atas: 
a. Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; 
b. penasibat; 
c. pelaksana operasional; dan 
d. pengawas. 



Paragraf 1 

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa 

Pasal 25 
(1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa merupakan pemegang kekuasaan 

tert inggi da lam BUM Desa/BUM Desa Bersama. 
(2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa d ihad i r i oleh badan 

permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang 
pelaksanaannya d ia tur da lam Anggaran Dasar. 

Pasal 26 

Isi Musyawarab Desa/Musyawarab antar Desa berwenang : 
a. menetapkan pendir ian B U M Desa/ B U M Desa bersama; 
b. menetapkan Anggaran BUM Desa/ BUM Desa bersama dan perubabannya; 
c. membahas dan memutuskan j u m l a b , pengorganisaian, bak dan kewajiban, 

serta kewenangan p ibak penerima kuasa fungsi kepenasibatan pada BUM 
Desa; 

d. membahas dan menyepakati penataan dan pergi l iran penasibat BUM Desa 
Bersama; 

e. mengangkat dan memberbent ikan secara tetap pelaksana operasional BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

f. mengangkat pengawas B U M Desa/BUM Desa bersama; 
g. mengangkat sekretaris dan bendahara B U M Desa/BUM Desa Bersama 
b. member ikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa 

bersama; 
i . member ikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang 

d ia jukan oleb pelaksana operasional setelah ditelaab pengawas dan 
penasibat; 

j . member ikan persetujuan atas p in jaman BUM Desa/BUM Desa bersama 
dengan j u m l a b ter tentu sebagaimana d i te tapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa/BUM Desa bersama: 

k. member ikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama 
dengan n i la i , j u m l a b investasi, dan/atau ben tuk kerja sama ter tentu dengan 
p ibak la in sebagaimana d i te tapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM 
Desa bersama; 

1. menetapkan pembagian besaran laba bersib BUM Desa/BUM Desa bersama; 
m. menetapkan t u j u a n penggunaan laba bersib BUM Desa/BUM Desa bersama; 
n . memutuskan penugasan Desa kepada B U M Desa/ BUM Desa bersama u n t u k 

melaksanakan kegiatan te r tentu ; 
o. memutuskan penutupan Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama; 
p. menetapkan pr ior i tas penggunaan pembagian basi l Usaba BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan/atau Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama yang 
diserabkan kepada Desa; 

q. mener ima laporan t a b u n a n B U M Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan 
pembebasan tanggung jawab penasibat, pelaksana operasional, dan 
pengawas; 

r. membahas dan memutuskan penu tupan kerug ian BUM Desa/BUM Desa 
bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama; 

s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang barus 
d i laksanakan oleb penasibat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 
da lam ba l terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang d iak ibatkan 
oleb u n s u r kesengajaan atau kelalaian; 



t . memutuskan u n t u k menyelesaikan kerugian secara proses h u k u m dalam ha l 
penasihat, pelaksana operasional, dan a tau pengawas t idak m e n u n j u k k a n 
i t ikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

u . memutuskan penghentian se lurub kegiatan operasional BUM Desa/BUM 
Desa bersama karena keadaan te r t en tu ; 

V. m e n u n j u k penyelesai da lam rangka penyelesaian se lurub kewajiban dan 
pembagian bar ta a tau kekayaan basi l penghent ian kegiatan Usaba BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

w. meminta dan mener ima pertanggungjawaban penyelasai; dan 
X . memer in tahkan pengawas a tau m e n u n j u k audi tor independen u n t u k 

me lakukan aud i t investigati f da lam ba l terdapat ind ikas i kesalahan dan/atau 
kelalaian da lam pengelolaan B U M Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 2 7 

Keputusan Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa d iambi l berdasarkan 
musyawarab u n t u k mencapai mufakat . 

Pasal 28 

(1) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa terd i r i atas : 
a. Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa t a b u n a n ; dan 
b. Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa khusus . 

(2) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa t a b u n a n sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) b u r u f a pal ing sedikit m e m u t u s k a n pertanggungjawaban 
pelaksana operasional. 

(3) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) diselenggarakan pal ing lama 6 (enam) bu lan setelah t a b u n b u k u 
lampau. 

(4) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa k h u s u s sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) b u r u f b diselenggarakan dalam ba l keadaan mengbaruskan 
adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desar. 

(5) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa k h u s u s sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4) dapat d iadakan atas permintaan penasibat dan/atau pelaksana 
operasional. 

(6) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa k h u s u s mempunya i wewenang 
yang sama dengan wewenang Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa 
t abunan . 

Pasal 29 

(1) Ketentuan Pelaksanaan Musyawarab Desa berpedoman pada Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur tentang Musyawarab Desa. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarab Antar Desa berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar 
Desa. 

(3) Persyaratan, ta ta cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa t a b u n a n dan Musyawarab Desa/ Musyawarab 
Antar Desa k h u s u s d ia tur da lam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 



Paragraf 2 
Penasihat 

Pasal 30 

(1) Penasihat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 b u r u f b dijabat secara 
rangkap oleb Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa 
kepada p ibak la in u n t u k melaksanakan fungsi kepenasibatan. 

(3) Pibak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan j u m l a b 
keanggotaan, pengorganisasian, bak dan kewajiban, serta kewenangannya 
dengan mempert imbangkan profesionalitas atau keabl ian, efektivitas dan 
efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan , dan kebu tuban BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

(4) J u m l a b keanggotaan, pengorganisasian, bak dan kewajiban, serta 
kewenangan p ibak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d ibabas dan 
d i pu tuskan da lam Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa dan 
d inyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 31 

(1) Dalam ba l penentuan penasibat bagi B U M Desa bersama, dapat d ibentuk 
dewan penasibat yang pelaksanaan kepenasibatannya d i l akukan secara 
kolekt i f kolegial. 

(2) J u m l a b , pengorganisasian, bak dan kewajiban, serta kewenangan penasibat 
BUM Desa bersama d i p u t u s k a n dalam Musyawarab Antar Desa dan 
d inyatakan da lam Anggairan Dasar B U M Desa bersama dengan 
mempert imbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, 
kemampuan, dan k e b u t u b a n BUM Desa bersama. 

(3) Ketentuan mengenai ta ta kerja dewan penasibat BUM Desa bersama d ia tur 
da lam Anggaran Dasar BUM Desa bersama. 

Pasal 32 

(1) Penasibat sebagaimana d imaksud da lam pasal 30 berwenang: 
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan 

menyepakati anggaran r u m a b tangga B U M Desa/BUM Desa bersama 
dan/atau perubabannya; 

b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja 
yang d ia jukan oleb pelaksana operasional u n t u k d ia jukan kepada 
Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

c. menetapkan pemberbent ian secara tetap pelaksana operasional sesuai 
dengan keputusan Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

d. da lam keadaan ter tentu memberbent ikan secara sementara pelaksana 
operasional dan mengambi l a l ib pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM 
Desa bersama; 

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan 
menyampairan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebu tuban dalam 
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 
u n t u k d ia jukan kepada Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; 

f. me lakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM 
Desa/BUM Desa berseuna oleb pelaksana operasional dan laporan 
pengawasan oleb pengarvas sebelum d ia jukan kepada Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa da lam laporan keuangan; 



g. menetapkan penerimaan a lau pengesahan laporan t ahunan BUM 
Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa; 

b. bersama dengan pengawas, member ikan persetujuan atas p in jaman BUM 
Desa/BUM Desa bersama dengan j u m l a b te r tentu sebagaimana d i te tapkan 
dalam Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama; dan 

i . bersama dengan pengawas, member ikan persetujuan atas kerja sama BUM 
Desa/BUM Desa bersama dengan n i la i , j u m l a b investasi, dan/atau bentuk 
kerja sama te r t entu dengan p ibak la in sebagaimana d i te tapkan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Penasibat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. member ikan masukan dan nasibat kepada pelaksana operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan B U M Desa/BUM Desa bersama; 
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana 

program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; 

c. menampung aspirasi u n t u k pengembangan usaba dan organisasi BUM 
Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran 
r u m a b tangga; 

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan 
pengelolaan usaba BUM Desa/BUM Desa bersama; 

e. bersama pengawas, menelaah laporan t a b u n a n atas pelaksanaan 
pengelolaan, usaba BUM Desa/BUM Desa bersama u n t u k d ia jukan kepada 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; 

f. member ikan pert imbangan da lam pengembangan usaba dan organisasi 
BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
anggaran r u m a b tangga dan/atau keputusan Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa; 

g. member ikan saran dan pendapat mengenai masalab yang dianggap 
pent ing bagi pengelolaan B U M Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan 
Anggaran Dasar, anggaran r u m a b tangga, dan/atau keputusan 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; dan 

b. meminta penjelasan dar i pelaksana operasional mengenai persoalan 
pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran 
Dasar, anggaran r u m a b tangga, dan/atau keputusan Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa. 

Paragraf 3 
Pelaksana Operasional 

Pasal 33 

(1) Pelaksana operasional sebagaimana d i maksud dalam Pasal 24 b u r u f c 
d iangkat oleh Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa. 

(2) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa memi l ih pelaksana operasional 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dar i nama yang d iusu lkan oleb Kepala 
Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau u n s u r masyarakat. 

(3) Pelaksana operasional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan 
oleb D i r ek tur B U M Desa/BUM Desa bersama. 

(4) Pelaksana operasionat sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan 
orang perseorangan yang barus memenuh i persyaratan keabl ian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, j u j u r , per i laku yang baik, serta memi l ik i 
dedikasi yang t inggi u n t u k memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM 
Desa bersama dan b u k a n merupakan Kepala Desa. 



(5) Ketentuan lebin lan jut mengenai persyaratan u n t u k dapat d ip i l ib dan 
diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
d ia tur da lam Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 34 

(1) J u m l a b pelaksana operasional d i te tapkan oleb Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa sesuai dengan k e b u t u b a n BUM Desa/BUM 
Desa bersama. 

(2) Dalam ba l pelaksana operasional lebib dar i 1 (satu) orang, salab seorang 
anggota pelaksana operasional d iangkat sebagai ke tua pelaksana operasional 
yang selanjutnya disebut d i r ek tur u tama. 

(3) Ketentuan mengenai bubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana 
operasional sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ia tur dalam Anggaran 
Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 35 

(1) Pelaksana operasional sebagaimana d imaksud da lam Pasal 33 berwenang: 
a. bersama penasibat dan pengawas, membabas dan menyepakati anggaran 

r u m a b tangga BUM Desa/BUM Desa bersama,dan/atau perubabannya; 
b. mengambi l keputusan terka i t operasionalisasi Usaba BUM Desa/BUM 

Desa bersama yang sesuai dengan garis kebi jakan BUM Desa/BUM Desa 
bersama yang d inyatakan da lam Anggaran Dasar, anggaran r u m a b tangga, 
dan keputusan Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama 
baik secara in te rna l organisasi m a u p u n dengan p ibak la in ; 

d. mengatur ke tentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa 
bersama termasuk penetapan gaji, tun jangan, dan manfaat la innya bagi 
pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; 

e. mengangkat dan memberbent ikan pegawai BUM Desa/BUM Desa 
bersama, selain sekretaris dan bendabara, berdasarkan peraturan 
perundang undangan mengenai ketenagakerjaan; 

f. me lakukan p in jaman B U M Desa/BUM Desa bersama setelabmendapat 
persetujuan Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa atau penasibat 
dan pengawas sesuai dengan ke tentuan da lam Anggaran Dasar BUM 
Desa-/BUM Desa bersama; 

g. me lakukan kerja sama dengan p ibak la in u n t u k mengembangkan usaba 
BUM Desa/BUM Desa bersama setelab mendapat persetuan Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa a tau penasibat dan pengawas sesuai 
dengan ke tentuan da lam Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama; 

b. melaksanakan pembagian besaran laba bersib BUM Desa/BUM Desa 
bersama sesuai dengan yang d i te tapkan oleb Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa; 

i . melaksanakan t u j u a n penggunaan laba bersib BUM Desa/BUM Desa 
bersama sesuai dengan yang d i te tapkan oleb Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa; 

j . melaksanakan kegiatan te r tentu yang d i tugaskan oleb Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa; 

k. bert indak sebagai penyelesai da lam ba l Musyawarab Desa t idak menun juk 
penyelesaian; dan 



1. mengatur, mengurus, mengelola, dan me lakukan segala t indakan 
dan/atau perbuatan la innya bagi kepent ingan pengurusan BUM 
Desa/BUM Desa bersama mengenai segala ba l dan segala kejadian, 
dengan pembatasan sebagaimana d ia tu r dalam Anggaran Dasar, 
keputusan Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa, dan/atau sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewaki l i BUM 
Desa/BUM Desa bersama d i da lam dan/atau d i luar pengadilan. 

(2) Pelaksana operasional sebagaimana d imaksud dalam Pasal 33 bertugas: 
a. menja lankan segala t i ndakan yang berka i tan dengan pengurusan BUM 

Desa/BUM Desa bersama u n t u k kepentingan BUM Desa/BUM Desa 
bersama dan sesuai dengan maksud dan t u j u a n BUM Desa/BUM Desa 
bersama, serta mewaki l i B U M Desa/BUM Desa bersama d i dalam dan atau 
d i luar pengadilan mengenai segala ba l dan segala kejadian, dengan 
pembatasan sebagaimana d ia tur da lam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM 
Desa bersama, keputusan Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa, 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menyusun rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama pal ing 
sedikit m e m u a t : 
1) Bab 1 Profil BUM Desa/BUM Desa bersama; 
2) Bab 11 Evaluasi k iner ja t a b u n sebelumnya; 
3) Bab 111 Rencana kerja ; 
4) Bab IV Ind ikator kiner ja k u n c i pelaksana operasional; 
5) Bab V Rencana kerjasama; dan 
6) Bab VI Rencana kegiatan dan kebu tuban . 

c. melaksanakan rencana program kerja B U M Desa/BUM Desa bersama; 
d. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM 

Desa/BUM Desa bersama u n t u k d ia jukan kepada penasibat dan 
pengawas; 

e. menyusun laporan t a b u n a n pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM 
Desa/BUM Desa bersama u n t u k d ia jukan kepada Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa setelab ditelaab oleb penasibat dan 
pengawas: 

f. atas permintaan penasibat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM 
Desa/BUM Desa bersama kepada penasibat; 

g. menjelaskan persoalan pengelolaan B U M Desa/BUM Desa bersama kepada 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa; dan 

b. bersama dengan penasibat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan 
analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebu tuban dalam rangka 
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa u n t u k 
d ia jukan kepada Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa. 

(3) Contob format rencana program kerja sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
b u r u f b t e r can tum dalam lamp i ran V l l l . 

Pasal 36 

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 33 ayat (3) memegang j aba tan selama 5 (lima) t a b u n dan dapat 
d iangkat kembal i pa l ing banyak 2 (dua) ka l i masa j aba tan dengan pert imbangan 
d in i la i m a m p u melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, 
kaderisasi, dan mengb indarkan konf l ik kepentingan. 



Paragraf 4 
Pengawas 

Pasal 3 7 

(1) Pengawas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 24 b u r u f d diangkat oleb 
Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa. 

(2) Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa memi l ib pengawas sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dar i nama yang d iusu lkan oleb Kepala Desa, badan 
permusyawaratan desa, dan/atau u n s u r masyarakat. 

(3) Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) merupakan orang 
perseorangan yang barus memenub i persyaratan keabl ian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, j u j u r , per i laku yang baik, serta memi l ik i 
dedikasi yang t inggi u n t u k memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM 
Desa bersama. 

(4) Ketentuan lebib lan jut mengenai persyaratan u n t u k dapat d ip i l ib dan 
diangkat sebagai pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d ia tur dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 38 

(1) J u m l a b pengawas d i te tapkan sebanyak 3 orang. 
(2) Pengawas sebagaimana d imaksud ayat (1) t e rd i r i dar i : 

a. 1 (satu) orang dar i u n s u r Pemerintab Desa; dan 
b. 2 (dua) orang dar i u n s u r Masyarakat. 

(3) Salab seorang anggota pengawas d iangkat sebagai ke tua pengawas yang 
selanjutnya disebut ke tua dewan pengawas. 

(4) Dewan pengawasdalam melaksanakan kepengawasannya d i l akukan secara 
kolekt i f kolegial. 

(5) Ketentuan mengenai b u b u n g a n tata kerja dan tata kelola pengawas 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tu r da lam Anggaran Dasar BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 39 

(1) Pengawas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 37 berwenang: 
a. bersama dengan penasibat dan pelaksana operasional, membabas dan 

menyepakati anggaran r u m a b tangga B U M Desa/BUM Desa bersama 
dan/atau perubabannya; 

b. bersama dengan penasibat, menelaab rancangan rencana program kerja 
yang d ia jukan oleb pelaksana operasioal u n t u k d ia jukan kepada 
Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

c. bersama dengan penasihat, member ikan persetujuan atas p in jaman BUM 
Desa/BUM Desa bersama dengan j u r n l a b te r tentu sebagaimana di tetapkan 
dalam Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama; 

d. bersama dengan penasibat, member ikan persetujuan atas kerja sama BUM 
Desa/BUM Desa bersama dengan n i la i , j u m l a b investasi, dan/atau bentuk 
kerja sama ter tentu dengan p ibak la in sebagaimana d i te tapkan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; 

e. bersama dengan penasibat dan pelaksana operasional, menyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebu tuhan dalam 
rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 
u n t u k d ia jukan kepada Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 



f. atas per intah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan 
dan melaporkan aud i t investigati f da lam ha l terdapat ind ikas i kesalahan 
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama 
yang berpotensi dapat merug ikan BUM Desa /BUM Desa bersama; dan 

g. memeriksa pembukuan , dokumen, dan pelaksana Usaba BUM Desa/BUM 
Desa Bersama, 

(2) Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. me lakukan pengawasan terbadap kebi jakan pengurusan dan ja lannya 

pengerusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleb pelaksana operasional 
termasuk pengawasan terbadap pelaksanaan progranr kerja, sesuai 
dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarab Desa/Musyawarab Antar 
Desa, dan/atau ke tentuan pera turan perundang-undangan; 

b. me lakukan aud i t investigati f terbadap laporan keuangan BUM Desa/BUM 
Desa bersama; 

c. menyampaikan laporan basi l pemeriksaan a tau pengawasan t abunan 
keipada Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

d. me lakukan te laahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan 
Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama dar i pelaksana operasional u n t u k 
d ia jukan kepada penasibat; 

e. me lakukan analisis investasi Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama, 
peni la ian kesehatan dem bas i l evaluasi kiner ja BUM Desa/BUM Desa 
bersama; 

f. bersama dengan penasibat, menelaab rencana program kerja yang 
d ia jukan dar i pelaksana operasional u n t u k d ia jukan kepala Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa; 

g. bersama dengan penasibat, me lakukan telaahan atas laporan t abunan 
pelaksanaan pengelolaan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama oleb 
pelaksana operasional sebelum d ia jukan kepada Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa; 

b. bersama penasibat, menelaab laporan t a b u n a n pelaksanaan pengelolaan 
Usaba B u t i l Desa/BUM Desa bersama u n t u k d ia jukan kepada 
Musyawarab Desa/Musyawab Antar Desa; dan 

i . member ikan penjelasan atau keterangan tentang basi l pengawasan dalam 
Musyawarab Desa dan/atau Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 40 

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
37 ayat (1) memegang j aba tan selama 5 (lima) t a b u n dan dapat diangkat kembal i 
pal ing banyak 2 (dua) ka l i masa j aba tan dengan pert imbangan d in i la i mampu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan 
mengb indarkan konf l ik kepentingan. 

Paragraf 5 
Per lantikan 

Pasal 41 

(1) Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa d i l akukan oleb 
Kepala Desa. 

(2) Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa Bersama 
d i l akukan oleb Ketua Badan Kerjasama Antar Desa. 



Paragraf 6 
Gaji dan Tunjangan 

Pasal 42 

(1) Gaji dan tun jangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 b u r u f b, b u r u f c, dan b u r u f d d ia tur 
penjabaran dan per inc iannya da lam Anggaran Dasar dan/atau anggaran 
r u m a b tangga B U M Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Ketentuan mengenai gaji dan tun jangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ia tur sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan dan 
mempert imbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta 
di landasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Bagian Kedua 
Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama 

Pasal 43 

(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang 
pengangkatan, pemberbent ian bak dan kewaj ibannya berdasarkan perjanjian 
kerja sesuai dengan ke tentuan pera turan -perundang-undangan mengenai 
keten agakerj aan 

(2) Pegawai B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
terd i r i atas: 
a. sekretaris a tau sebutan la innya; 
b. bendabara a tau sebutan la innya; dan 
c. pegawai la innya sesuai k ebu tuban . 

(3) Sekretaris a tau sebutan la innyadan bendabara a tau sebutan lainnyabertugas 
membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional. 

(4) Pengangkatan dan pemberbent ian sekretarisatau sebutan la innyadan 
bendabara a tau sebutan la innyaatau sebutan l a innyad iputuskan mela lui 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa dan d i te tapkan oleb pelaksana 
operasional. 

(5) Pengangkatan dan pemberbent ian pegawai la innya d i te tapkan oleb pelaksana 
operasional. 

Pasal 44 

(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleb penghasilan yang adi l 
dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan k ine i ja . 

(2) Penghasilan pegawai B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) me l iput i : 
a. gaji; dan/atau 
b. tun jangan dan manfaat la innya sesuai dengan kemampuan keuangan 

BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 45 

(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa 
bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia . 

(2) Peningkatan kompetensi pegawai, B U M Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana ayat (1) d i a tu r da lam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 



Pasal 46 

Bagan Organisasi dan Pegawai B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
tersebut da lam Lampiran X. 

BAB IV 
UNIT USAHA BUM DESA/BUM D E S A BERSAMA 

Pasal 4 7 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memi l i k i dan/atau membentuk Un i t 
Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam ba l Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) memi l i k i fungsi strategis serta berbubungan dengan 
bajat b i d u p orang banyak dan kesejabteraan u m u m , sebagian besar modal 
u n i t usaba tersebut barus d i m i l i k i oleb B U M Desa/BUM Desa bersama. 

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memi l i k i modal d i luar Un i t Usaba BUM 
Desa/BUM Desa bersama setelab mendapat persetujuan Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 48 

(1) U n t u k memperoleb keuntungan f inansial dan member ikan manfaat kepada 
masyarakat. U n i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama dapat me lakukan 
kegiatan: 
a. pengelolaan sumber daya dan potensi ba ik a lam, ekonomi, budaya, sosial, 

religi, pengetabuan, keterampi lan, dan tata cara b i dup berbasis keari fan 
lokal d i masyarakat; 

b. i ndus t r i pengolaban berbasis sumber daya lokal ; 
c. j a r ingan d is t r ibus i dan perdagangan; 
d. layanan jasa keuangan; 
e. pelayanan u m u m pr ior i tas k e b u t u b a n dasar termasuk pangan, 

e lektr i l ikasi , sanitasi , dan pe rmuk iman ; 
f. perantara barang/jasa te rmasuk d is t r ibus i dan keagenan; dan 
g. kegiatan la in yang memenub i kelayakan. 

(2) Un i t Usaba sebagaimana d imaksud ayat (1) da lam menentukan jen is usaba 
disesuaikan dengan Klasif ikasi B a k u Lapangan Usaba Indonesia (KBLl) yang 
dapat d i l ibat dan diakses mela lui 
https://oss.go. id/portal/ referensi/ content/ listjdhi. 

Pasal 49 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat me lakukan penutupan Un i t Usaba 
BUM Desa/BUM Desa bersama, da lam ba l sebagai ber ikut : 
a. terjadi p enurunan kiner ja a tau mengalami kegagalan; 
b. terdapat ind ikas i babwa Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama 

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi l ingkungan dan 
kerugian masyarakat Desa; 

c. terjadi penyimpangan a tau pengelolaan t idak sesuai anggaran dasar dan 
anggaran r u m a b tangga Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; 

d. sebab la in disepakati da lam Musyawarab Desa/Musyawarah Antar Desa; 
dan/atau 

e. sebab la in berdasarkan p u t u s a n pengadilan dan/atau sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai penutupan Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa- bersama 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

https://oss.go


Pasal 50 

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, d ip in jam, dan d iambi l manfaatnya, pada 
saat penutupan Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 49 t idak dapat d i jad ikan j a m i n a n , ganti rug i , pemenuban 
kewajiban a tau prestasi la in yang menjadi tanggung jawab b u k u m Un i t Usaba 
B U M Desa/BUM Desa Bersama. 

BAB V 
K E P E M I L I K A N , MODAL, A S E T , DAN PINJAMAN 

BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Kepemi l ikan (53-58) 

Pasal 51 

(1) Se lurub a tau sebagian besar kepemi l ikan modal BUM Desa/BUM Desa 
bersama d i m i l i k i oleb Desa a tau bersama Desa-Desa. 

(2) Besaran kepemi l ikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d inyatakan da lam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM 
Desa bersama. 

Bagian Kedua 
Modal 

Pasal 52 

(1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terd i r i atas: 
a. penyertaan modal Desa; 
b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan 
c. bagian dar i laba usaba yang d i te tapkan dalam Musyawarab 

Desa/Musyawarab Antar Desa u n t u k menambab modal. 
(2) Modal awal B U M Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dar i : 

a. penyertaan modal Desa: dan 
b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a 
bersumber dar i APB Desa a tau APB Desa masing-masing Desa, yang 
d i te tapkan dengan Peraturan Desa a tau Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
b u r u f b dapat berasal dar i lembaga berbadan b u k u m , lembaga t idak 
berbadan b u k u m , orang perseorangan, gabungan orang dar i Desa dan/atau 
Desa-Desa setempat. 

Pasal 53 

(1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat d i l akukan u n t u k : 
a. modal awal pendir ian B U M Desa/BUM Desa bersama; dan/atau 
b. penambaban modal BUM Desa/ B U M Desa bersama. 

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa: 
a. uang; dan/atau 
b. barang selain tanab dan bangunan. 

(3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. uang; dan/atau 
b. barang baik tanab dan bangunan m a u p u n b u k a n tanab dan bangunan. 



(4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibabas dan d i pu tuskan dalam 
Musyawarab Desa dan/atau Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 54 

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa u n t u k penambaban modal 
BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud dalam pasal 53 ayat (1) 
b u r u f b d i gunakan u n t u k : 
a. pengembangan kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama dan/atau Un i t 

Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; 
b. penguatan s t r u k t u r permodalan dan peningkatan kapasitas usaba; dan/atau 
c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama u n t u k melaksanakan 

kegiatan ter tentu . 

Pasal 55 

(1) Penyertaan modal yang berasal dar i Desa dan/atau masyarakat Desa 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1) b u r u f a dan b u r u f b 
d i sa lurkan langsung kepada B U M Desa/BUM Desa bersama pal ing lambat 3 
(tiga) bu l an t e rb i tung sejak keputusan Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar 
Desa. 

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) da lam bentuk uang 
d i tempatkan da lam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) da lam bentuk barang dicatat 
da lam laporan keuangan B U M Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 56 

(1) Dalam ba l terdapat k e b u t u b a n penambaban modal BUM Desa/BUM Desa 
bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebu tuban kepada 
penasibat dan pengawas. 

(2) Rencana penambaban modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada Musyawarab Desa/Musyawarab 
Antar Desa setelab d i l akukan analisis keuangan oleb penasibat, pelaksana 
operasional, dan pengawas B U M Desa/BUM Desa bersama, serta setelab 
tersedianya rencana kegiatan. 

(3) Anal isakelayakan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) me l iput i . 
a. penyertaan modal awal; dan 
b. penyertaan modal tambaban. 

(4) Analisa kelayakan penyertaan modal awal d i susun dengan memperbat ikan : 
a. adanya sumber daya a lam dan/atau potensi unggulan desa; dan 
b. adanya sumberdaya manus ia yang memi l i k i kompetensi d i b idang usaba 

dan adminis t ras i . 
(5) Berdasarkan basi l anal isa kelayakan sebagaimana d imaksud ayat (4), 

pemerintab Desa dapat menyetu ju i a tau menolak rencana penyertaan modal. 
(6) Analisa kelayakan penyertaan modal t ambaban d i susun dengan 

memperbat ikan : 
a. usaba BUM Desa m e n u n j u k k a n perkembangan yang baik d i l ibat dar i 

grafik peningkatan usaba; 
b. laporan keuangan t idak defisit; 
c. gaji dan/atau bonor pengurus berasal dar i keuntungan usaba; 
d. proyeksi Break Event Poin 5 T a b u n a tau sesuai perb i tungan; 



e. proyeksi pembagian laba usaba pada t a b u n ketiga atau sesuai 
perb i tungan; dan 

f. t idak ada konf l ik kepengurusan. 
(7) Analisa kelayakan sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d i susun oleb 

pengurus BUM Desa/BUM Desa bersama dengan memper t imbangkan : 
a. aspek pasar dan pemasaran; 
b. aspek teknis dan teknologi; 
c. aspek manajemen dan sumber daya manus ia ; 
d. aspek keuangan; 
e. aspek sosial budaya, ekonomi, po l i t ik , l ingkungan usaba dan l ingkungan 

b idup ; dan 
f. aspek b u k u m . 

(8) Analisa kelayakan sebagaimana d imaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat 
mel ibatkan p ibak ketiga. 

(9) Berdasarkan basi l anal isa kelayakan sebagaimana d imaksud ayat (3), 
pemerintab Desa dapat menyetu ju i a tau menolak rencana penyertaan modal. 

(10) Rencana penambaban modal B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d ibabas dan d i p u t u s k a n dalam Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa. 

(11) Penambaban modal BUM Desa/BUM Desa bersama d i te tapkan dalam 
perubaban Peraturan Desa a tau Peraturan Bersama kepala Desa mengenai 
Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama. 

(12) Format contob Analisa kelayakan sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 
ter tuang da lam lampi ran XI1. 

Bagian Ketiga 
Aset 

Pasal 57 

(1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dar i ; 
a. penyertaan modal ; 
b. ban tuan t idak mengikat te rmasuk b ibab ; 
c. basi l usaba; 
d. p in jaman; dan/atau 
e. sumber la in yang sab. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset B U M Desa/BUM Desa bersama 
d i laporkan secara berkala da lam laporan keuangan. 

Pasal 58 

BUM Desa/BUM Desa bersama me lakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM 
Desa bersama berdasarkan ka idab bisnis yang sebat. 

Pasal 59 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat mener ima ban tuan dari Pemerintab 
Pusat, Pemerintab Daerab, dan/atau p ibak la in yang t idak mengikat. 

(2) B a n t u a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM 
Desa bersama. 

(3) Ban tuan Pemerintab Pusat dan Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i sa lurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama 
dan d i laksanakan sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 



(4) Ban tuan p ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i sa lurkan 
langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan d i laksanakan sewaktu-
w a k t u sesuai dengan kesepakatan para p ibak dengan BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

Bagian Keempat 
Pinjaman 

Pasal 60 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat me lakukan p in jaman yang dilaikukan 
dengan memenub i pr ins ip t ransparan, akuntabe l , efisien dan efektif, serta 
kebat i -bat ian sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Pinjaman B U M Desa/BUM Desa bersama dapat d i l akukan kepada lembaga 
keuangan, Pemerintab Pusal, Pemerintab Daerab, dan sumber dana dalam 
negeri la innya dengan ketentuan; 
a. p in jaman d igunakan u n t u k pengembangan usaba dan/atau pembentukan 

Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; 
b. j angka w a k t u kewajiban pembayaran kembal i pokok p in jarnan, bunga, dan 

biaya la in da lam k u r u n w a k t u yang t idak melebibi sisa masa j aba tan 
d i rektur ; 

c. memi l i k i laporan keuangan yang sebat pal ing sedikit 2 (dua) t a b u n 
b e r t u r u t - t u r u t ; dan 

d. t idak mengakibatkan perubaban proporsi kepemi l ikan modal . 
(3) Rencana p in jaman d ia jukan oleb pelaksana operasional u n t u k mendapat 

persetujuan penasibat dan pengawas a tau Musyawarab Desa/Musyawarah 
Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang d ia tur da lam Anggaran 
Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 

BAB VI 
K E R J A SAMA 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 61 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama da lam menja lankan usaba d i bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan u m u m dapat me lakukan kerja sama dengan p ibak la in . 

(2) Kerja sama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas; 
a. kerja sama usaba; dan 
b. kerja sama non usaba. 

(3) Kerja sama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) barus saling 
menguntungkan dan me l indung i kepent ingan Desa dan masyarakat Desa 
serta para p ibak yang bekerja sama. 

Pasal 62 

Pibak la in sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 1 ayat ( 1) pa l ing sedikit 
me l iput i Pemerintab Pusat, Pemerintab Daerab, Pemerintab Desa, dun ia usaba 
a tau koperasi, lembaga nonpemer intab, lembaga pendid ikan, dan lembaga sosial 
budaya, yang d im i l i k i warga negara a tau badan b u k u m Indonesia, dan BUM 
Desa/BUM Desa bersama la in . 



Pasal 63 

(1) Kerja sama usaha sebagaimana d imaksud da lam Pasal 61 ayat (2) b u r u f a 
termasuk n a m u n t idak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintab Desa 
dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa. 

(2) Dalam kerja sama usaba sebagaimana d imaksud pada ayat (1), BUM 
Desa/BUM Desa bersama d i larang menjadikan atau meletakkan beban 
kewajiban a tau prestasi apapun u n t u k p ibak la in termasuk u n t u k penutupan 
r is iko kerugian dan/atau j a m i n a n p in jaman atas Aset Desa yang dikelola, 
d idayagunakan, dan d iambi l manfaat te r tentu . 

(3) Selain kerja sama usaba sebagaimana d imaksud pada ayat (1) BUM 
Desa/BUM Desa bersama dapat me lakukan kerja sama usaba dengan p ibak 
la in berupa kerja sama usaba te rmasuk n a m u n t idak terbatas dalam bentuk 
pengelolaan bersama sumber daya. 

(4) Kerja sama usaba BUM Desa/BUM Desa bersama dengan p ibak la in berupa 
pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
d i l akukan setelab memper t imbangkan kedudukan b u k u m status kepemil ikan 
dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Kerja sama usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana ayat (4) 
d i l akukan dengan : 
a. atas in is ia t i f B U M Desa/ B U M Desa bersama; dan atau 
b. atas in is ia t i f p ibak la in . 

(6) Dalam ba l kerja sama d i l a k u k a n atas in is ia t i f BUM Desa/ BUM Desa 
bersama, BUM Desa/ B U M Desa bersama mengajukan surat permobonan 
kepada p ibak la in yag d i l ampi r i : 
a. rencana pelaksanaan kegiatan; dan 
b. anal isa kelayakan usaba. 

(7) Dalam ba l kerja sama d i l a k u k a n atas in is ia t i f Pibak la in , Pibak l am 
mengajukan surat permobonan kepada B U M Desa/ BUM Desa bersama yang 
d i l ampi r i : 
a. rencana pelaksanaan kegiatan; 
b. analisa kelayakan usaba; dan 
c. profi l p ibak ketiga. 

(8) kerja sama d i tuangkan dalam naskab perjanjian kerjasama yang 
d i tandatangani dan disepakati oleb kedua belab p ibak. 

(9) Naskab Perjanjian Kerjasama sebagaimana d imaksud pada ayat (4) pal ing 
sedikit memuat : 
a. subyek kerjasama; 
b. obyek kerjasama; 
c. bak dan kewajiban; 
d. pembagian keuntungan ; 
e. permodalan; 
f. kerugian; 
g. j angka w a k t u kerjasama 
b. penyelesaian persel isiban; 
i . sanksi ; 

j . pemberbent ian kerjasama; dan 
k. force majeure. 

(10) Rencana kerja sama usaba d ia jukan oleb pelaksana operasional u n t u k 
mendapat persetujuan penasibat dan pengawas atau Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa sesuai kewenangannya yang d ia tur dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 



Pasal 64 

(1) Kerja sama nonusaha sebagaimana d imaksud dalam Pasal 63 ayat (5) b u r u f b 
d i l akukan da lam ben tuk pal ing sedikit a l ib teknologi, i l m u pengetabuan, seni 
dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia . 

(2) Rencana kerja sama nonusaha d ia jukan oleb pelaksana operasional u n t u k 
mendapat persetujuan penasibat dan pengawas. 

Bagian Kedua 
Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa Oleh Bum Desa/ 

Bum Desa Bersama 

Pasal 65 

(1) Kerjasama B U M Desa/ BUM Desa Bersama dengan pemerintab Desa dalam 
rangka pemanfaatan aset Desa, d i l a k u k a n dalam bentuk : 
a. sewa; 
b. kerjasama pemanfataan; 
c. bangun guna serab; a tau 
d. bangun serab guna. 

(2) Pemanfaatan aset sebagaimana d imaksud ayat (1), t idak merubah setatus 
kepemi l ikan aset desa. 

(3) Ketentuan pemanfaatan aset sebagaimana d imaksud ayat (1) sesuai dengan 
Peraturan Bupa t i tentang Pengelolaan Aset Desa 

Pasal 66 

Pendataan dan Pemeringkatan B U M Desa/BUM Desa bersama d i l akukan oleb 
B U M Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Peraturan Perundangan yang 
ber laku. 

BAB VI I 
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA 

BUM DESA/BUM D E S A BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 67 

Pengadaan barang dan/atau jasa ber laku u n t u k pengadaan yang pendanaannya 
berasal dar i anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya 
bersumber dar i : 
a. penyertaan modal Desa; 
b. penyertaan modal masyarakat Desa; 
c. basi l a tau laba usaba; 
d. p in jaman; dan 
e. sumber la in yemg sab dan t idak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

peru ndang- undangan. 



Pasal 68 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 67 
wajib menerapkan pr ins ip : 
a. t ransparan, berart i semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan 

barang dan/atau jasa, t e rmasuk syarat teknis admin is t ras i pengadaan, dan 
penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat t e rbuka bagi 
peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa; 

b. akuntab i l i tas , berart i ba rus mencapai sasaran dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebingga terb indar dar i p rak t i k penyalabgunaan 
dan penyimpangan; 

c. efisiensi, berart i pengadaan barang dan/atau jasa barus d iusabakan 
dengan menggunakan dana dan kemampuan yang opt imal u n t u k 
mendapatkan basi l terbaik da lam w a k t u yang cepat; dan 

d. Profesionalitas, berart i pengadaan barang dan/atau jasa barus sesuai 
kaidab bisnis yang sebat dan d i laksanakan oleb pelaku yang memi l ik i 
kemampuan dan kompetensi yang memadai d i b idang pengadaan barang 
dan/atau jasa. 

(2) Setiap t ransaks i pengadaan barang dan/atau jasa barus disertai b u k t i 
t ransaks i berupa kwi tans i , nota dan a tau b u k t i yang sab. 

Pasal 69 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 67 wajib 
menerapkan kebi jakan me l iput i : 
a. men ingkatkan kua l i tas perencanaan yang konsol idat i f dan strategi pengadaan 

u n t u k mengopt imalkan basi l yang bermanfaat bagi masyarakat: 
b. menyelaraskan t u j u a n pengadaan dengan pencapaian tu juan BUM 

Desa/BUM Desa bersama; 
c. melaksanakan pengadaan yang lebib kompetit i f , akuntabe l , dan transparan, 

te rmasuk mempub l ikas ikan pelaksanaan pengadaan mela lu i media yang 
dapat d i jangkau oleb masyarakat Desa; 

d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan 
kesempatan bagi usaba keci l d i Desa sepanjang kual i tas , barga, dan 
tu juannya dapat dipertanggungjawabkan; 

e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manus ia pengadaan; 
f. bersinergi dan member ikan kesempatan kepada U n i t Usaba BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan/atau kepada B U M Desa/BUM Desa bersama la in ; 
g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modem, dan inovatif; dan 
b. memperkuat pengukuran kiner ja pengadaan dan pengelolaan risiko. 

Pasal 70 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 67 barus 
menerapkan et ika pengadaan me l iput i : 
a. melaksanakan tugas secara ter t ib , disertai rasa tanggung jawab u n t u k 

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan t u j u a n pengadaan; 
b. bekerja secara profesional dan mand i r i , serta mencegab penyimpangan; 
c. t idak saling mempengarubi , mengbindar i , dan mencegab terjadinya 

pertentangan kepentingan antar p ibak yang terkai t , ba ik secara langsung 
m a u p u n t idak langsung, yang berakibat pada m u n c u l n y a persaingan usaba 
t idak sebat da lam pengadaan; 

d. mener ima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang d i te tapkan 
sesuai dengan kesepakatan ter tu l i s p ibak yang terkai t ; 

e. mengbindar i dan mencegab pemborosan pembiayaan; 
f. mengbindar i dan mencegab penyalabgunaan wewenang dan/atau ko lus i ; dan 



g. t idak menerima, t idak menawarkan, atau t idak menjanj ikan u n t u k memberi 
a tau mener ima badiab, komis i , rabat , dan imba lan apapun dar i a tau kepada 
s iapapun yang d ike tabu i a tau pa tu t d iduga berka i tan dengan pengadaan 
barang dan/atau jasa. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau J a s a 

Pasal 71 

(1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebu tuban 
pengguna barang dan/atau jasa serta d i laksanakan sesuai dengan pr ins ip , 
kebi jakan, dan et ika sebagaimana d imaksud daJam Pasal 68 sampai dengan 
Pasal 70 dan meng ikut i kelaz iman p rak t i k d u n i a usaba. 

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa d i l akukan mela lui swakelola 
dengan tetap memperbat ikan kual i tas , barga, dan t u j u a n yang dapat 
d ipertanggu ngj a wabkan; 

(3) Dalam ba l t idak dapat d i l a k u k a n pengadaan barang dan/atau jasa melalui 
swakelola sebagaimana d imaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau 
jasa d i l akukan mela lu i penyedia barang/jasa. 

Pasal 72 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa d i l akukan me la lu i penyedia barang/jasa 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 71 ayat (3) d i l akukan mela lui : 
a. tender/seleksi u m u m , ya i tu d i u m u m k a n secara luas guna memberi 

kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenubi 
kual i f ikas i u n t u k meng ikut i pelelangan; 

b. tender terbatas/seleksi terbatas, ya i tu pengadaan barang dan/atau jasa 
yang d i tawarkan kepada p ibak terbatas pal ing sedikit 2 (dua) penawaran; 

c. penun jukan langsung, ya i tu pengadaan barang dan/atau jasa yang 
d i l akukan secara langsung dengan m e n u n j u k satu penyedia barang 
dan/atau jasa; atau 

d. Pengadaan langsung, ya i tu pembelian terbadap barang yang terdapat d i 
pasar, dengan demik ian n i la inya berdasarkan barga pasar. 

(2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d ia tur da lam prosedur operasional standar yang dibabas dan disepakati 
bersama antara penasibat, pelaksana operasional, dan pengawas. 

BAB VI I I 
BERTANGGUNG JAWABAN 

Pasal 73 

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat 
pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Laporan berkala sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i laporan 
semesteran dan laporan t abunan . 

(3) Laporan semesteran sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d isampiakan 
kepada penasibat. 

(4) Laporan semesteran sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pal ing sedikit 
memuat : 
a. laporan posisi keuangan semesteran dan perb i tungan laba rug i semesteran 

serta penjelasannya; dan 
b. r inc ian masalab yang t i m b u l selama 1 semester yang memengarubi 

kegiatan B U M Desa/BUM Desa bersama. 



(5) Laporan t a h u n a n sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d isampaikan kepada 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa setelab ditelaab oleb penasibat 
dan pengawas. 

(6) Laporan t a b u n a n sebagaimana d imaks t rd pada ayat (5) pal ing sedikit 
memuat : 
a. perb i tungan t a b u n a n yang terd i r i atas laporan posisi keuangan akb i r t a b u n 

b u k u yang ba ru berakhir dan perb i tungan laba rug i dar i t a b u n b u k u . yang 
bersangkutan serta penjelasannya; 

b. laporan posisi keuangan dan perb i tungan laporan laba rug i konsolidasi 
dar i Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; 

c. laporan mengellai 'keadaan dan ja lannya B U M Desa/BUM Desa bersama 
serta basi l yang telab dicapai; 

d. kegiatan u tama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubaban selama 
t a b u n b u k u ; 

e. r inc ian masalab yang t i m b u l selama t a b u n b u k u yang memengarubi 
kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan 

f. laporan mengenai tugas pengurusan oleb pelaksana operasional, 
pengawasan oleb pengawas, dan pemberian nas ibat oleb penasibat yang 
telab d i laksanakan selama t a b u n b u k u yang ba ru berakhir . 

(7) Selain laporan berkala sebagaimana d imaksud pada ayat (1), pelaksana 
operasional sewaktu-waktu dapat member ikan laporan k h u s u s kepada 
pengawas dan/atau Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 74 

(1) Hasil Musyawarab Desa dan/atau Musyawarab Antar Desa sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 73 ayat (6) d ipub l ikas ikan mela lu i media massa dan 
penyebaran informasi pub l i k yang m u d a b diakses masyarakat Desa. 

(2) Musyawarab Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memutuskan 
penerimaan laporan t a b u n a n BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 73 ayat (5) serta memutuskan penggunaan basi l 
Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa. 

(3) Penerimaan laporan t a b u n a n B U M Desa/BUM Desa bersama oleb 
Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa membebaskan tanggung jawab 
penasibat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan 
wewenang dalam t a b u n b u k u yang berakhir , 

BAB I X 

ADMINISTRASI PENGELOLAAN BUM DESA 

Pasal 75 
(1) Dalam menja lankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga usaba ekonomi 

desa, BUMDesa dan/atau B U M Desa Bersama barus memi l ik i dan mengelola 
kelengkapan adminis t ras i organisasi, yang pengelolaannya d i laksanakan 
dengan te i t ib , t ransparan, akuntabe l dan berke lanjutan. 

(2) Kelengkapan admin is t ras i organisasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
me l iput i : 
a. memi l ik i k edudukan yang jelas; 
b. memasang papan nama ; 
c. da lam melaksanakan kegiatan admin is t ras i surat menyurat , wajib 

menggunakan kop surat dan stempel resmi BUMDesa/BUM Desa bersama. 
d. da lam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMDesa/BUM Desa bersama 

barus memi l ik i dan mengelola b u k u admin is t ras i pokok, yang te rd i r i dar i : 
1) Adminis t ras i organisasi, me l ipu t i : 



a) B u k u Notulen; 
b) B u k u agenda surat masuk dan keluar; 
c) B u k u aset; dan 
d) B u k u t a m u . 

2) Adminis t ras i keuangan, me l ipu t i : 
a) B u k u Kas U m u m ; 
b) Neraca Saldo; 
c) Laporan Rugi/Laba; dan 
d) Laporan perubaban Modal dan Neraca. 

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat membuat dan mengelola b u k u 
adminis t ras i t ambaban sesuai dengan kebu tuban . 

B A B X 

PEMBAGIAN HASIL USAHA 

Pasal 76 
(1) Hasi l Usaba B U M Desa/ BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang 

diperoleb dar i bas i l kegiatan usaba d ikurang i dengan pengeluaran biaya dan 
kewajiban pada p ibak la in serta penyusutan atas barang-barang inventaris 
da lam 1 (satu) t a b u n b u k u . 

(2) Pembagian basi l Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dapat d ipergunaan antara la in : 
a. bagi bas i l kepada Pemerintab Desa; 
b. pengembangan usaba; 
c. peningkatan kapasitas kelembagaan; dan 
d. bagi bas i l kepada penanam modal dar i masyarakat. 

(3) Pembagian basi l Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserabkan 
kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang pr ior i tas penggunaannya dapat 
d i te tapkan secara k b u s u s dan disepakati da lam Musyawarab Desa/ 
Musyawarab antar Desa. 

(4) Ketentuan mengenai pembagian basi l usaba B U M Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal 
d ia tur da lam Anggaran Dasar B U M Desa/BUM Desa bersama. 

BAB X I 
KERUGIAN 

Pasal 77 

(1) Terbadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama terdapat ind ikas i 
kegur ian dapat d i l akukan pemer iksaan/audi t oleb pengawas. 

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d i l akukan dengan m e n u n j u k dan meminta b a n t u a n audi tor independen. 

(3) Dalam ba l terdapat ind ikas i kesalaban dan/atau kelalaian dalam pengelolaan 
BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat d i l akukan aud i t investigatif atas 
per intab Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 78 

(1) Dalam ba l basi l pemer iksaan/audit sebagaimana d imaksud dalam Pasal 77 
menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasibat, pelaksana 
operasional, dan/ a tau pengawas bertanggung jawab penub secara pr ibadi 
atas kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama 



(2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas t idak dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerug ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
apabila dapat membuk t i kan : 
a. kerugian tersebut b u k a n karena kesalaban atau kelalaiannya; 
b. telab me lakukan wewenang dan tugasnya dengan ik t i kad baik dan kebat i -

ba t ian u n t u k kepent ingan dan sesuai dengan maksud dan t u j u a n BUM 
Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarab 
Desa/ Musyawarab Antar Desa; 

c. t idak mempunya i ben turan kepent ingan baik langsung m a u p u n t idak 
langsung atas t i ndakan yang mengakibatkan kerugian; dan/atau 

d. telab mengambi l t i ndakan u n t u k mencegab t i m b u l atau ber lanjutnya 
kerugian tersebut 

(3) Dalam ba l kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama d iak ibatkan oleb unsur 
kesengajaan a tau kelalaian penasibat, pelaksana operasional, dan/atau 
pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) maka Musyawarab 
Desa/Musyawarab Antar Desa membabas dan memutuskan bentuk 
pertanggungjawaban yang barus d i laksanakan oleb penasibat, pelaksana 
operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan 

(4) Dalam ba l penasibat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas t idak 
m e n u n j u k k a n i t i kad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3), maka Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa 
memutuskan u n t u k menyelesaikan kerugian secara proses b u k u m . 

Pasal 79 

(1) Dalam ba l basi l pemer iksaan/audit sebagaimana d imaksud dalam Pasal 77 
menemukan kerug ian m u m i sebagai kegagalan usaba dan t idak disebabkan 
u n s u r kesengajaan atau kelalaian penasebat, pelaksana operasional, 
dan/atau pengawas, kerugian d i a k u i sebagai beban BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

(2) Dalam ba l BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) t idak dapat m e n u t u p i kerug ian dengan aset dan kekayaan yang 
d imi l ik inya , maka pemyataan dan akibat kerugian, dibabas dan d ipu tuskan 
mela lu i Musyarvarab Desa/Musyawarab Antar Desa. 

(3) Berdasarkan bas i l Musyawarab Desa/Musyawarab Antar Desa sebagaimana 
dimsLksud pada ayat (2) dapat d iamb i l kebi jakan : 
a. da lam ba l B U M Desa/BUM Desa bersama t idak memi l ik i kred i tur , Aset 

BUM Desa/BUM Desa bersama d ikembal ikan kepada penyerta modal dan 
d i l akukan penghentian kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; 

b. mengajukan permobonan pai l i t kepada pengadilan niaga; 
c. merestruktur isas i keuangan B U M Desa/BUM Desa bersama; 
d. menu tup sebagian Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama, serta 

me lakukan , reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan 
e. kebi jakan la in yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 



BAB X I I 
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM D E S A BERSAMA 

Pasal 80 

(1) Penghentian kegiatan Usaha B U M Desa/BUM Desa bersama merupakan 
penghentian se lurub kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama 
termasuk se lurub Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama yang d im i l i k i karena 
keadaan te r tentu yang d i p u t u s k a n mela lu i Musyawarab Desa/Musyawarab 
Antar Desa dan d i te tapkan da lam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala 
Desa. 

(2) Keadaan te r tentu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. mengalami kerugian terus menerus yang t idak dapat d ise lamatkan; 
b. mencemarkan l ingkungan; 
c. d inyatakan pai l i t ; dan 
d. sebab la in yang sab. 

(3) Penghentian kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d idasarkan pada bas i l anal isis investasi Usaba BUM 
Desa/BUM Desa bersama, peni la ian kesehatan dan basi l evaluasi kinerja 
BUM Desa/BUM Desa bersamayang d i lakukano leb pengawas. 

(4) Penghentian kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l akukan mela lu i p enu tupan Usaba BUM Desa/BUM 
Desa bersama. 

(5) Penghentian kegiatan Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i i k u t i dengan penyelesaian se lurub kewajiban dan 
pembagian bar ta a tau kekayaan basi l penghentian kegiatan Usaba BUM 
Desa/BUM Desa bersama kepada masing-rnasing penyerta modal dan 
kred i tur sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 81 

(1) Dalam rangka penyelesaian se lurub kewajiban dan pembagian bar ta atau 
kekayaan basi l penghentian kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama 
d i t u n j u k penyelesai me la lu i Musyawarab Desa dan/atau Musyawarab Antar 
Desa. 

(2) Penyelesai sebagaimana d iaksud pada ayat (1) m i n i m a l 3 (tiga) orang berasal 
dar i dapat bersasal dar i : 
a. unsu r In terna l BUM Desa / B U M Desa bersama; dan /atau. 
b. u n s u r eksternal BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(3) Dalam ba l Musyawaran Desa dan/atau Musyawarab Antar Desa t idak 
m e n u n j u k penyelesai, maka pelaksana operasional bert indak selaku 
penyelesai. 

(4) Penyelesai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i te tapkan 
da lam keputusan penasibat. 

(5) Selama proses penyelesaian, B U M Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan 
sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama da lam penyelesaian. 

Pasal 82 

Penyelesai mempunya i bak, wewenang, dan kewajiban sebagai ber ikut : 
a. me lakukan segala perbuatan b u k u m u n t u k dan atas nama BUM Desa/BUM 

Desa bersama dalam penyelesaian; 
b. mengumpu lkan segala keterangan yang d iper lukan ; 
c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersamaapa bi la 

pelaksana operasional lebin dar i 1 (satu) orang, ba ik sendir i-sendir i m a u p u n 
bersama-sama; 



d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang 
d i dabu lukan dar i pembayaran u tang la innya; 

f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama u n t u k 
menyelesaikan sisa kewajiban B U M Desa/ BUM Desa bersama; 

g. membagikan sisa has i l penyelesaian kepada penyerta modal ; dan 
h . membuat ber i ta acara penyelesaian. 

Pasal 83 

(1) Penyelesaian d i laksanakan setelah d ike luarkan keputusan penghentian 
kegiatan Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama oleb Musyawarab Desa/ 
Musyawarab Antar Desa. 

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarab Desa/ Musyawarab Antar 
Desa. 

Pasal 84 

Dalam ba l terjadi penghent ian kegiatan Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama, 
penyerta modal banya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan. 

Pasal 85 

(1) Penghentian kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 83 d i laporkan kepada Menter i guna pemutakb i ran 
data. 

(2) Penghentian kegiatan Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t idak berakibat pada pengbapusan enti tas BUM 
Desa/BUM Desa bersama sebagai badan b u k u m . 

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalisasikan kembal i melalui : 
a. penyertaan modal baru ; 
b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; 
c. pembentukan usaba ba ru ; dan 
d. t i ndakan la in sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) d i te tapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama 
Kepala Desa. 

(5) Pengoperasionalan kegiatan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i laporkan kepada Menteri guna 
pemutakb i ran data. 

BAB X I I I 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/ 

BUM D E S A BERSAMA 

Pembinaan 

Pasal 86 

Pembinaan dan pengembangan B U M Desa/BUM Desa bersama di laksanakan 
oleb Bupa t i mela lu i Dinas terkait . 



Pasal 87 

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama ber tu juan u n t u k mencapai 
perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem moni tor ing organisasi yang 
efektif dan efesien. 

Pasal 88 

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
86 d i l akukan mela lu i strategi: 
a. revitalisasi kelembagaan B U M Desa/BUM Desa bersama; 
b. peningkatan kua l i tas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM 

Desa bersama; 
c. penguatan pengelolaan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama dan Un i t 

Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama; 
d. penguatan kerja sama atau kemi t raan ; 
e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan; 
f. peningkatan kua l i tas pengelolaan adminis t ras i , pelaporan dan akuntab i l i tas ; 

dan 
g. penguatan pengelolaan keun tungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat 

Desa. 

Pasal 89 

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 88 b u r u f a d i jabarkan dalam program 
atau kegiatan: 
a. penyuluban/sosial isasi badan b u k u m B U M Desa/BUM Desa bersama; 
b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di t ingkat 

daerab terkai t B U M Desa/BUM Desa bersama; 
c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumab 

tangga BUM Desa/BUM Desa bersama; 
d. penguatan c i t ra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan b u k u m ; 
e. diseminasi praktek terbaik dun i a usaba dan BUM Desa/BUM Desa 

bersama; 
f. penyelenggaraan konsul tas i dan/atau pendampingan terkait kelembagaan 

BUM Desa/BUM Desa bersama; 
g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam 

pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. penyediaan k l i n i k konsu l tas i B U M Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi 

member ikan ban tuan penyelesaian masalab; 
i . pendampingan pengelola kegiatan dana bergul ir masyarakat eks program 

nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa 
bersama; dan 

j . program atau kegiatan la in da lam rangka revital isasi kelembagaan BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Strategi peningkatan kua l i tas manajemen dan penguatan organisasi BUM 
Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud dalam Pasal 88 b u r u f b 
d i jabarkan da lam program atau kegiatan: 
a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa 

bersama termasuk Musyawarab Desa, penasibat, pelaksana operasional, 
dan pengawas; 

b. peningkatan kapasitas penasibat, pelaksana operasional, pengawas, dan 
pegawai da lam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja; 



c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk 
penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional 
standar; 

d. pendampingan d i b idang res t ruktur i sas i organisasi; dan 
e. program atau kegiatan la in u n t u k peningkatan kua l i tas manajemen dan 

penguatan organisasi B U M Desa/BUM Desa bersama. 
(3) Strategi penguatan pengelolaan Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama dan 

Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 86 b u r u f c d i jabarkan da lam program atau kegiatan: 
a. pendir ian dan pengembangan U n i t Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. pendampingan dan peningkatan t ekn ik pengolaban dan produks i ; 
c. standardisasi proses pengolaban dan produks i ; 
d. peningkatan kemampuan pengendalian m u t u ; 
e. pendampingan d i b idang pemasaran; 
f. diversif ikasi b isnis pada Usaba BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau 

Un i t Usaba B U M Desa/BUM Desa bersama; dan 
g. program atau kegiatan la in dalam rangka penguatan pengelolaan Usaba 

BUM Desa/BUM Desa bersama dan Un i t Usaba BUM Desa/BUM Desa 
bersama. 

(4) Strategi penguatan kerja sama a tau kemi t raan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 84 b u r u f d d i jabarkan da lam program atau kegiatan: 
a. fasil itasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. fasil itasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan 

dun ia usaba; 
c. fasil itasi dan penguatan kerja sama B U M Desa/BUM Desa bersama dengan 

lembaga pembiayaan/keuangan; 
d. fasil itasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan 

lembaga pemerintab; 
e. fasil itasi dan penguatan kerja sama B U M Desa dengan e-commerce; dan 
f. program atau kegiatan la in u n t u k penguatan kerja sama atau kemit raan. 

(5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 89 b u r u f e d i jabarkan dalam program atau kegiatan: 
a. per luasan sumber pendanaan; 
b. per luasan akses ke lembaga penjaminan; 
c. per luasan akses terbadap sumber pembiayaan; 
d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan 
e. program/kegiatan la in u n t u k penguatan pengelolaan aset dan permodalan. 

(6) Strategi peningkatan kua l i tas pengelolaan adminis t ras i pelaporan dan 
akuntab i l i tas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 89 b u r u f f d i jabarkan 
dalam program atau kegiatan: 
a. peningkatan kapasitas dan pemabaman mengenai good corporate 

governance; 
b. peningkatan efektivitas tata laksana admin is t ras i organisasi, keuangan dan 

usaba yang t ransparan dan akuntabe l ; 
c. peningkatan kapasitas dan pemabaman tentang pembukuan dan laporan 

keuangan badan usaba; dan 
d. program atau kegiatan la in u n t u k peningkatan kual i tas pengelolaan 

adminis t ras i pelaporan dan akuntab i l i tas . 
(7) Strategi penguatan pengelolaan keun tungan dan manfaat bagi Desa dan 

masyarakat Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasal 89 b u r u f g d i jabarkan 
dalam program atau kegiatan: 
a. pemanfaatan potensi Desa dan n i la i keekonomian budaya d i Desa; 
b. inkubas i dan konsol idasi kegiatan usaba masyarakat Desa; 
c. peningkatan n i l a i tambab produk; 
d. peningkatan daya saing dan produkt iv i tas usaba; 
e. b imbingan teknis pengembangan produk; 



f. fasil itasi pengembangan layanan u m u m yang disediakan oleb BUM 
Desa/BUM Desa bersama; dan 

g. program atau kegiatan la in u n t u k penguatan pengelolaan keuntungan dan 
manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. 

Bagian Ketiga 
Pengembangan 

Pasal 9 0 

(1) Pengembangan ber tu juan u n t u k memper luas strategi pembinaan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 86. 

(2) Pengembangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan mela lui 
pengembangan sumber daya manus ia , pengembangan usaba, pengembangan 
je jar ing pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan part is ipasi 
para pemangku kepent ingan B U M Desa/BUM Desa bersama dengan program 
atau kegiatan terpadu yang me l ipu t i : 
a. pe lat iban pengembangan usaba dan kewirausabaan sesuai k ebu tuban dan 

pe r tumbuban usaba; 
b. d u k u n g a n penyediaan sumber daya u n t u k mewu judkan industr ia l isas i 

komoditas desa mela lu i BUM Desa/BUM Desa bersama; 
c. f o rum komun ikas i komuni tas secara periodik dan berkes inambungan; 
d. penyelenggaraan temu usaba, seminar usaba, dan/atau kun jungan usaba, 

secara periodik dan berkes inambungan; 
e. penyelenggaraan t emu kemi t raan antar sesama BUM Desa/BUM Desa 

bersama dengan pelaku usaba ekonomi l a in ; 
f. fasil itasi peningkatan akses permodalan; 
g. fasil itasi peningkatan akses kemi t raan a tau kerja sama usaba dan kerja 

sama non-usaba; 
b. peningkatan akses dan fasil itasi pengadaan sarana dan prasarana produks i 

dan pengolaban, baban baku , baban penolong, dan kemasan; 
i . fasil itasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi 

dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 
j . pemberdayaan dan peningkatan akses B U M Desa/BUM Desa bersama ke 

sumber informasi bisnis dan ran ta i pasok baik lokal , nasional m a u p u n 
internasional ; 

k. d u k u n g a n promosi p roduk t e rmasuk penyediaan in f r a s t ruk tu r promosi; 
1. d u k u n g a n pengembangan j a r ingan pemasaran dan d is t r ibus i , serta 

per luasan j an gkau an pemasaran; 
m. penyelenggaraan pelat iban dan penguatan kapasitas pemasaran produk 

mela lu i media dig i tal ; dan 
n . program atau kegiatan pengembangan sesuai k e b u t u b a n BUM Desa/BUM 

Desa bersama. 

BAB X IV 
PENGELOLAAN DANA B E R G U L I R E K S PROGRAM NASIONAL 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN 

Pasal 91 

(1) Pengelola kegiatan dana bergul ir masyarakat eks program nasional 
pemberdayaan masyarakat m a n d i r i perdesaan wajib d iben tuk menjadi BUM 
Desa bersama. 

(2) Modal BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bersumber 
dar i modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa. 



(3) Modal masyarakat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) berasal dar i 
kese luruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat 
eks program nasional pemberdayaan masyarakat mand i r i perdesaan yang 
status kepemi l ikannya merupakan kepemi l ikan bersama masyarakat Desa 
dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat 
mand i r i perdesaan. 

(4) Ketentuan mengenai besaran kepemi l ikan modal BUM Desa/BUM Desa 
bersama yang d im i l i k i Desa a tau bersama Desa-Desa sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 51 ayat (1) t idak ber laku bagi BUM Desa bersama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1). 

(5) B U M Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isebut lembaga 
keuangan Desa. 

(6) BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat membentuk 
Un i t Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Keuntungan yang diperoleh dar i BUM Desa bersama sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) yang merupakan pors i pengelolaan aset eks program nasional 
pemberdayaan masyarakat m a n d i r i perdesaan d igunakan sebesar-besarnya 
u n t u k penanggulangan kemisk inan . 

(8) Tata cara pembentukan, pengelola kegiatan dana bergul ir masyarakat exs 
program nasional pemberdayaan masyarakat mand i r i perdesaan menjadi 
BUM Desa Bersama berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
ber laku. 

BAB X V 
PERPAJAKAN DAN R E T R I B U S I 

Pasal 92 

Bupa t i dapat member ikan insent i f dan kemudahan perpajakan serta retr ibus i 
bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan pera turan perundang-
undangan. 

BAB X V I 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 93 

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang d i l akukan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan p ihak la in yang me l ibatkan masyarakat Desa 
dan memi l i k i dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkai t dengan 
pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Dalam ba l bas i l pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleb B U M Desa/BUM Desa bersama 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan dan potensi 
pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM 
Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan basi l pelaksanaan Program 
dan/atau kegiatan d i p u t u s k a n da lam Musyarwarab Desa/Musyawarab Antar 
Desa. 



BAB XVI I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 94 

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupat i i n i 
ber laku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupa t i i n i pal ing lama 1 (satu) 
t a b u n sejak Peraturan Bupa t i d iundangkan . 

(2) Periodesasi j aba tan Penasibat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM 
Desa/BUM Desa Bersama yang telab d i te tapkan sebelum Peraturan Bupat i in i 
tetap ber laku sampai dengan berakb i rnya Periodesasi masa jabatan . 

BAB XVI I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 95 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerab Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 - 11 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 - 11 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WnVOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 179 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala B a g i q i f H u k u m , 

DENI CAByANTORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

BAGAN S T R U K T U R ORGANISASI BUMDESA/BUMDESA BERSAMA 

MI^AWARAH ANTAR DESA 

PENASIHAT 
(Penasihat/ Dewan 

Penasihat) 

PEUKSANA OPERASIONAL 
(Direktur/ Direktur Utama) 

PENGAWAS 
(Pengawas/ Dewan 

Pengawas) 

Sekretaris Bendahara 

Pegawai lainnya 

UNIT USAHA (Sesuai UU) 

UNIT USAHA 1 UNIT USAHA 2 UNIT USAHA 3 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 

DENI CAHYANTORO, SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG 

1. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/MUSYAWARAH ANTAR DESA 
PENDIRIAN BUM DESA/ B U M DESA BERSAMA 

2. PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN 
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR B U M DESA 

3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA 
BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA 
BERSAMA 

4. ANGGARAN DASAR B U M DESA / BUM DESA BERSAMA 
5. RENCANA PROGRAM KERJA 
6 
7 
8 
9 
10 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai den: asl inya 

DENI CAHYANTORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 





LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENDIRIAN BUM DESA 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA .... 

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa (dapat diganti sesuai 
kebutuhan) d i Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan Provinsi 
Jawa Timur pada: 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 
Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil 

kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait d i Desa 
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. 

Pimpinan Musawarah 
Notulen : .... 

No Nama Peserta Musyawarah Asa I 
1 
2 
3 dst. dst. 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta 
Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan 
akhir dari musyawarah yaitu: 

1 
2 
3 
4. dst. 

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. 
Demikian berita acara in i dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab 

agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
, Tanggal,....,...., 

Ketua BPD Kepala Desa 
( ) ( ) 

Wak i l Masyarakat 
{ ) 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagian H u k u m , 

DENI eAHYANTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN VI I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA 
MUSYAWARAH ANTAR DESA PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH ANTAR DESA 

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa Bersama di Kecamatan 
Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada: 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 
Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Antar Desa, yang telah dihadiri oleh 

BKAD, Kepala Desa dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa 
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. 

Pimpinan Musyawarah : 
fotulen : .... 

No Nama Peserta Musyawarah Asal 
1 
2 
3 dst. dst. 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta 
Musyawarah Antar Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi 
kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu: 

1 
2 
3 
4 dst 

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. 
Demikian berita acara in i dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab 

agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
, Tanggal,....,...., 

Ketua BKAD 1. Kepala Desa 
( ) 2. Kepala Desa 

3. dst .. 
Waki l Masyarakat 
( ) 

BUPATI PACITAN 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagian H u k u m , 

DENI (^HY^yNTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK DESA 

CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA DAN 
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA 

KEPALA DESA (Nama Desa) 
KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DESA... (Nama Desa) 
NOMOR . TAHUN . 

TENTANG 

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA .(NAMA BUM DESA). 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA .(Nama Desa). , 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan /atau 
pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha MiUk Desa 
..nama BUM Desa; 

b. bahwa .; 
c. (dan seterusnya...;) 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6623) 

3 (dan seterusnya...;) 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . (Nama Desa)... 

Dan 

KEPALA DESA . (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK 

DESA .(NAMA BUM DESA). 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa in i yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan , Kabupaten 

Provinsi 
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagaiunsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa 
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa 
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPDDesa 
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUMDesa " 
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalahbadan hukum 

yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha,memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejabteraan 
masyarakat Desa 

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha miHk BUM Desa yang melaksanakan 
kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang 
melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

9. Anggaran Dasar adalah ; 
10. Anggaran Rumah Tangga adalah....; 
11 . (dan seterusnya.) 

BAB II 
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA 

Bagian Kesatu 
Pendirian BUM Desa 

Pasal2 

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 
untuk sebesar-besamya kesejabteraan masyarakat Desa, Desa ...(nama desa)... 
mendirikan BUM Desa ...(Nama BUM Desa). 

Bagian Kedua 
Pengesahan Anggaran Dasar 

Pasal3 

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa .(Nama BUM Desa). sebagaimana terlampir 
dalam Peraturan Desa ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

(untuk BUM Desa yang telah ada) 
(1) Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik 

Desa berikut anggaran dasar BUM Desa , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor 

notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa in i paling lama dalam waktu 
1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku. 

(3) Susunan kepengurusan BUM Desa yang masih beijalan, disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Desa ini . 



Pasal4 

(untuk BUM Desa yang baru didirikan) 
Peraturan Desa in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa in i dengan 
penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa). 

Ditetapkan di ... 
pada tanggal. 
KEPALA DESA...(Nama Desa), 

tanda tangan 
NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal.... 

SEKRETARIS 
DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 
NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR 



LAMPIRAN PERATURAN DESA ... 
NOMOR : ... 
TANGGAL : ... 

CONTOH ANGGARAN DASAR 
BUM DESA ... 

MUKADIMAH 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang in i 
menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status 
ini , peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, 
produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaba masyarakat, pemedia 
layanan pubUk, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang 
pendapatan ash Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan 
amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah 
Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya 
kesejabteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama 
BUM Desa bukan banya kesejabteraan masing-masing individu. 

BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 
(1) BUM Desa in i bemama BUM Desa ... nama BUM Desa ... nama Desa ... 

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa. 
(2) BUM Desa ... nama BUMDesa ... nama Desa ... berkedudukan di Desa ... , 

Kecamatan ... , Kabupaten Pacitan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah: 
a. Perdagangan; 
b. Wisata; 
c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan) 

BAB III 
JENIS USAHA 

Pasal 3 

(I) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat: 
a. Menjalankan usaba dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang 

meUputi: 
J. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU 

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini menc akup usaba 
perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, 
serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin 
pengolaban kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan 
untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk 
keperluan rumab tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot 
produksi, mesin-mesin Iain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan 



dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer 
untuk industri tekstil serta mesin jahi t dan rajut yang dikendalikan 
komputer. 

2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di 
hi lps://()ss.g().dl/p()rlal/referensi/ content/list_kbli) 

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi: 
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok in i mencakup kegiatan taman budaya 

yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran 
budaya. 

2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di 
hi Ips://()ss.g().id/porlal/referensi/ content/list_kbli) 

(2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang 
bemama PT yang bergerak pada bidang usaha: 
a. Perdagangan 
b. Jasa 
c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika 

BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum). 

BAB IV 
ORGANISASI BUM DESA 

Bagian Kesatu 
Musyawarah Desa 

Pasal4 

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa. 
(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, 

penasihat, dan/atau pengawas. 
(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasiUtasi oleh 

Pemerintah Desa. 

Pasal 5 

Musyawarah Desa terdiri atas: 
a. Musyawarah Desa tahunan; dan 
b. Musyawarah Desa khusus. 

Pasal 6 

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 b u m f 
a: 
a. Pelaksana operasional menyampaikan: 

1. laporan tabunan yang telab ditelaab oleb pengawas dan penasibat untuk 
mendapat persetujuan Musyawarab Desa; 

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleb Musyawarab 
Desa menjadi rencana program kerja. 

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan basil usaba, dalam hal BUM Desa 
mempunyai saldo laba yang positif. 

(2) Persetujuan laporan tabunan, dan pengesahan rencana program kerja oleb 
Musyawarab Desa tabunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan 
tanggung-jawab sepenubnya kepada pelaksana operasional atas pengumsan 
dan pengawas atas pengawasan dan penasibat atas tugas kepenasibatan yang 
telab dijalankan selama tabun buku yang lalu, sejaub tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan tabunan dan Laporan Keuangan. 

(3) Pelaksana operasional, penasibat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk 
melaksanakan Musyawarab Desa tabunan paling lambat 7 (tujub) bari 
kalender. 



Pasal 7 

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 buruf b dapat 
diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengbaruskan adanya 
keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarab Desa. 

(2) Musyawarab Desa kbusus diusulkan oleb pelaksana operasional dan/atau 
pengawas kepada penasibat. 

(3) Penasibat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarab Desa kbusus paling 
lambat 7 (tujub) bari kalender. 

Pasal 8 

(1) Musyawarab Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleb: 
a. Kepala Desa; 
b. BPD; dan 
c. unsur masyarakat yang terdiri atas: 

1. penyerta modal; 
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau m k u n tetangga; dan 
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaba BUM 

Desa/Unit Usaba BUM Desa. 
(2) Keputusan Musyawarab Desa diambil berdasarkan musyawarab untuk 

mencapai mufakat. 

Pasal 9 

Musyawarab Desa berwenang: 
a. menetapkan pendirian BUM Desa; 
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubabannya; 
c. membabas dan memutuskan jumlab, pengorganisasian, bak dan kewajiban, serta 

kewenangan pibak penerima kuasa fungsi kepenasibatan; 
d. mengangkat dan memberbentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa; 
e. mengangkat pengawas; 
f. mengangkat sekretaris dan bendabara BUM Desa; 
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleb BUM Desa; 
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleb pelaksana operasional setelab ditelaab pengawas dan penasibat; 
i . memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlab tertentu 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 
j . memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlab 

investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pibak lain sebagaimana 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

k. menetapkan pembagian besaran laba bersib BUM Desa; 
1. menetapkan tujuan penggunaan laba bersib BUM Desa; 
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu; 
n . memutuskan penutupan Unit Usaba BUM Desa; 
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian basil Usaba BUM Desa dan/atau 

Unit Usaba BUM Desa yang diserabkan kepada Desa; 
p. menerima laporan tabunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung 

jawab penasibat, pelaksana operasional, dan pengawas; 
q. membabas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM 

Desa; 
r. membabas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus 

dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 
dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan 
atau kelalaian; 



s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal 
penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan 
iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena 
keadaan tertentu; 

u . menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan 
pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa; 

V. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan 

audit investigatif dalam bal terdapat indikasi kesalaban dan /atau kelalaian 
dalam pengelolaan BUM Desa. 

Bagian Kedua 
Penasibat 

Pasal 10 

Penasibat dijabat secara rangkap oleb Kepala Desa. 

Pasal 11 

Penasibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang: 
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membabas dan menyepakati 

Anggaran Rumab Tangga BUM Desa dan/atau perubabannya; 
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan 

Musyawarah Desa; 
d. dalam keadaan tertentu memberbentikan secara sementara pelaksana 

operasional dan mengambil alib pelaksanaan operasional BUM Desa; 
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan 

menyampaikan anaUsis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam 
rangka perencanaan penambaban modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk 
diajukan kepada Musyawarab Desa; 

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM Desa oleb 
pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleb pengawas sebelum diajukan 
kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan; 

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa 
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 

h . bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa 
dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa; dan 

i . bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa 
dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan 
pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa. 

Pasal 12 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas: 
a. memberikan masukan dan nasibat kepada pelaksana operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program 

kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
d. bersama pengawas, menelaab laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan 

usaba BUM Desa; 
e. bersama pengawas, menelaab laporan tabunan atas pelaksanaan pengelolaan 



usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaba dan organisasi BUM 

Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga dan/atau 
keputusan Musyawarab Desa; 

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalab yang dianggap penting bagi 
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab 
Tangga dan/atau keputusan Musyawarab Desa; dan 

h . meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan 
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga 
dan/atau keputusan Musyawarab Desa. 

Pasal 13 

Penasibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbak: 
a. memberi kuasa kepada pibak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasibatan; 

dan 
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 

1 senilai Rp ( Rupiah) 
2 senilai Rp ,- ( Rupiah) 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Operasional 

Pasal 14 

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut 
direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa. 

Pasal 15 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang 
perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur 
masyarakat dalam Musyawarah Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat mebputi: 
a. warga Desa nama Desa ; 
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

mengbambat tugas sebagai Direktur); 
c. memibki dedikasi dan menyediakan waktu sepenubnya untuk melaksanakan 

tugas sebagai direktur; 
d. berpendidikan minimal sederajat; 
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
f. tidak pemah dinyatakan pailit; 
g. tidak pemah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan 

paibt; 
h . tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana; 
i . memibki keahban dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang 

ekonomi dan /atau pelayanan umum; 
j . memibki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dbarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa. 
(3) Musyawarah Desa memibh orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpibh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur. 



Pasal 16 

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan: 
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa; 
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya 

dihormati sebagai direktur BUM Desa; 
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; dan 
f. mengundurkan dir i . 

Pasal 17 

Direktur berwenang: 
a. bersama penasibat dan pengawas, membabas dan menyepakati Anggaran Rumab 

Tangga BUM Desa dan/atau perubabannya; 
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai 

dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarab Desa; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaba BUM Desa secara internal organisasi 
maupun dengan pibak lain; 

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan 
gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa; 

e. mengangkat dan memberbentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan 
bendabara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 
ketenagakerjaan; 

f. melakukan pinjaman BUM Desa setelab mendapat persetujuan Musyawarab 
Desa atau penasibat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

g. melakukan kerja sama dengan pibak lain untuk mengembangkan Usaba BUM 
Desa setelab mendapat persetujuan Musyawarab Desa atau penasibat sesuai 
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersib BUM Desa sesuai yang ditetapkan 
oleb Musyawarab Desa; 

i . melaksanakan tujuan penggunaan laba bersib BUM Desa sesuai yang ditetapkan 
oleb Musyawarab Desa; 

j . melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleb Musyawarab Desa; 
k. bertindak sebagai penyelesai dalam bal Musyawarab Desa tidak menunjuk 

penyelesai; dan 
1. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau 

perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala bal 
dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran 
Dasar, keputusan Musyawarab Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar 
pengadilan. 

Pasal 18 

Direktur bertugas: 
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa 

untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa 
serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau d i luar pengadilan mengenai segala 
bal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa, keputusanMusyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan 
pe rundang- undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; 
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk 



diajukan kepada penasihat dan pengawas; 
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk 

diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan 
pengawas; 

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa 
kepada penasihat; 

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan 
g. bersama dengan penasibat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis 

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuban dalam rangka perencanaan 
penambaban modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada 
Musyawarab Desa. 

Pasal 19 

Direktur berbak: 
a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala bal dan dalam 

segala kejadian; 
b. mengangkat dan memberbentikan pegawai selain sekretaris dan bendabara; 

c. Memperoleb penghasilan yang terdiri atas: 
1. gaji senilai Rp , - (.... Rupiah); 
2. tunjangan senilai Rp ,- ( Rupiah); dan 
3. manfaat lainnya berupa 

Bagian Keempat 
Pengawas 

Pasal 20 

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleb Kepala Desa, 
BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarab Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus memenubi 
syarat meliputi: 
a. warga Desa nama Desa ; 
b. sebat jasmani dan robani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

mengbambat tugas sebagai pengawas); 
c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; 
d. berpendidikan minimal sederajat; 
e. tidak pemah dinyatakan pailit; 
f. tidak pemah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaba 

dinyatakan pailit; 
g. tidak pemah dibukum karena melakukan tindak pidana; 
h . memibki keabban dan pengetabuan yang memadai mengenai usaba di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum; 
i . memibki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 

(3) Musyawarab Desa memilib orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpibb sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleb Musyawarab Desa sebagai pengawas. 

Pasal 21 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleb Musyawarab Desa karena alasan: 
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 



c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa; 
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya 

dihormati sebagai pengawas; 
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; dan 
f. mengundurkan diri . 

Pasal 22 

Pengawas berwenang: 
a. bersama dengan penasibat, menelaab rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleb pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarab Desa; 
b. bersama dengan penasibat dan pelaksana operasional, membabas dan 

menyepakati Anggaran Rumab Tangga BUM Desa dan/atau perubabannya; 
c. bersama dengan penasibat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa 

dengan jumlab tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa; 

d. bersama dengan penasibat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa 
dengan nilai, jumlab investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan 
pibak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

e. bersama dengan penasibat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, 
rencana kegiatan dan kebutuban dalam rangka perencanaan penambaban modal 
Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarab Desa; 

f. atas perintab Musyawarab Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif 
dalam bal terdapat indikasi kesalaban dan /atau kelalaian dalam pengelolaan 
BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan 

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaba BUM Desa. 

Pasal 23 

Pengawas bertugas: 
a. melakukan pengawasan terbadap kebijakan pengurusan dan jalannya 

pengurusan BUM Desa oleb pielaksana operasional termasuk pengawasan 
terbadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan 
Musyawarab Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan audit investigatif terbadap laporan keuangan BUM Desa; 
c. menyampaikan laporan basil pemeriksaan atau pengawasan tabunan kepada 

Musyawarab Desa; 
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaba 

BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasibat; 
e. bersama dengan penasibat, menelaab rencana program kerja yang diajukan dari 

pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarab Desa; 
f. bersama dengan penasibat, melakukan telaahan atas laporan tabunan 

pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM Desa oleb pelaksana operasional sebelum 
diajukan kepada Musyawarab Desa; 

g. bersama penasibat, menelaab laporan tabunan pelaksanaan pengelolaan Usaba 
BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarab Desa; dan 

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang basil pengawasan dalam 
Musyawarab Desa. 

Pasal 24 

Pengawas berbak memperoleb penghasilan yang terdiri atas: 
a senilai Rp ,- ( Rupiah); dan 
b senilai Rp ,- ( Rupiah); 



BAB V 
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN 

Bagian Kesatu 
Modal 

Pasal 25 

(1) Modal awal BUM Desa beijumlah Rp ,- ( Rupiah) 
(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas: 

a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp ,- ( Rupiah) atau 
% ( per seratus); dan 

b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp ,-
( Rupiah) atau.. . % (per seratus). 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. Uang senilai Rp ,- ( Rupiah); 

b. Mobil sejumlah uni t dengan total nilai Rp ,-
( Rupiah); dan 
c. Mesin sejumlah uni t dengan total nilai Rp ,-
( Rupiah). 
(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri atas: 
a. Uang senilai Rp ,- ( Rupiah) dari tuan nama orang ; 
b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp 

,-( Rupiah) dari nyonya nama 
orang ; dan 

c. Mesin sejumlah .... uni t dengan total nilai Rp ,-
( Rupiah) dari koperasi nama koperasi 

Bagian Kedua 
Aset 

Pasal 26 

(1) Aset BUM Desa bersumber dari: 
a. penyertaan modal; 
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; 
c. hasil usaha; 
d. pinjaman; dan/atau 
e. sumber lain yang sah. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam 
laporan keuangan. 

Pasal 27 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 
ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan/atau pihak lainnya. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa. 

Bagian Ketiga 
Pinjaman 

Pasal 28 

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip 
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 



Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan 
ketentuan: 
a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit 

Usaha BUM Desa; 
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pxDkok pinjaman, bunga, dan 

biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebibi sisa masa jabatan direktur; 
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-

turut ; 
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan 
e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh 

BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan. 

Pasal 29 

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bemilai lebih 
dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan 
Musyawarah Desa. 
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bemtlai kurang 
dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan 
pengawas. 

BAB VI 
KERJA SAMA 

Pasal 30 

BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. kerja sama usaha; dan 
b. kerja sama non-usaha. 
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan 
dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang 
bekerja sama. 
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau 
koperasi, lembaga nonpemerintab, lembaga pendidikan dan lembaga sosial 
budaya yang dimil iki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa 
lain. 

Pasal 31 

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a 
termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa 
dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa. 
Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa 
dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun 
untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan 
pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat 
tertentu. 

Pasal 32 

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM 
Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama 
usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama 
sumber daya. 



(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama 
sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau 
penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 33 

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan 
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan 
setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; 

Pasal 34 

(1) Bentuk kerja sama usaha: 
a 
b 
c 
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 

(1) Bentuk kerja sama usaha: 
a 
b 
c 
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; 

Pasal 35 

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b 
dilakukan dalam bentuk paling sedikit: 
a. transfer teknologi, i lmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan 
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat 
dan pengawas. 

BAB Vl l 
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

Pasal 36 

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hash 
kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun 
buku. 

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas: 
a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar % ( per 

seratus); 
b. diserabkan kepada tuan sebesar % ( per seratus); 
c. diserabkan kepada nyonya sebesar ... % ( per seratus); dan 
d. diserabkan kepada koperasi sebesar % { per seratus). 

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dialokasikan untuk: 
a. pendapatan asli Desa sebesar % ( .. per seratus) yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya); 

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM 
Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar % ( 
.... per seratus). 



BAB VII 
PENUTUP 

Anggaran Dasar in i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagia*v H i d i d m , 

DENI CAHYANTORO, SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN 
BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA 

KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN BERSAMA 
KEPALA DESA ... (Nama Desa), 

KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN 
KEPALA DESA... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ... 
NOMOR ... TAHUN ... 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ... (NAMA BUM DESA BERSAMA) 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa), 
KEPALA DESA (Nama Desa), DAN 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

: a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang 
ekonomidan/atau pelayanan umum di Desa ... , Desa dan 
Desa ... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama ... 
nama BUM Desa bersama ; 

b. bahwa 
c. (dan seterusnya...;) 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintab RepubUk Indonesia Nomor 11 Tabun 
2021 tentang Badan Usaba Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 21, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) 

3. (dan seterusnya...;} 

MEMUTUSKAN: 
: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa), KEPALA 
DESA... (Nama Desa), DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG 
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA. 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa in i yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah Desa , Desa , dan Desa ; 
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama 

adalah badan bukum yang didirikan oleb Desa , Desa dan Desa 
guna pengelola usaba, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 
usaba lainnya untuk sebesar- besamya kesejabteraan masyarakat Desa , 

Desa dan Desa ; 
3. Usaba BUM Desa Bersama adalab kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleb BUM Desa Bersama. 
4. Unit Usaba BUM Desa Bersama adalab badan usaba milik BUM Desa Bersama 

yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
berbadan bukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama. 

5. Anggaran Dasar adalab ; 
6. Anggaran Rumab Tangga adalab ; 
7. (dan seterusnya.) 

BAB 11 
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN 

DASAR BUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Pendirian BUM Desa Bersama 

Pasal 2 

Dalam rangka mengelola usaba, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaba 
lainnya untuk sebesar-besamya kesejabteraan masyarakat Desa, Desa ...(nama 
desa)..., Desa ...(nama desa)..., dan Desa ...(nama desa). mendirikan BUM Desa 
Bersama ..(Nama BUM Desa Bersama). 

Bagian Kedua 
Pengesahan Anggaran Dasar 

Pasal 3 

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama .(Nama BUM Desa Bersama). 
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini . 

BAB 111 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
(untuk BUM Desa Bersama yang telah ada) 

(1) Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor Tabun tentang Badan 
Usaba Milik Desa Bersama berikut anggaran dasar BUM Desa Bersama , 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Selurub akta pendirian Unit Usaba BUM Desa Bersama yang disahkan oleb 
kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa in i 
paling lama dalam waktu 1 (satu) tabun sejak Peraturan Bersama Kepala Desa ini 
berlaku. 

(3) Susunan kepengumsan BUM Desa Bersama yang masib berjalan, 
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini. 



Pasal 5 

(untuk BUM Desa Bersama yang baru didirikan) 
Peraturan Bersama in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama 
ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa), Berita Desa... (Nama 
Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa). 

Ditetapkan di ... 
pada tanggal ... 

KEPALA DESA. KEPALA DESA. KEPALA DESA. 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal... 
SEKRETARIS DESA 

Diundangkan d i . . . 
pada tanggal... 
SEKRETARIS DESA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

BERITA DESA...(NamaDesa) TAHUN... NOMOR. 
BERITA DESA...(NamaDesa) TAHUN... NOMOR. 
BERITA DESA...(NamaDesa) TAHUN... NOMOR. 



LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA 
KEPALA DESA ... 
NOMOR : ... 
TANGGAL : ... 

CONTOH ANGGARAN DASAR 
BUM DESA BERSAMA ... 

MUKADIMAH 
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pibak, 
Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja telab labir. Undang-
undang in i menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan bukum. Dengan 
penguatan status ini , peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting 
sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuban 
masyarakat, inkubator usaba masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai 
fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang 
pendapatan asb Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian 
disusun sebagai usaba bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan 
amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleb semangat 
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut 
adalab Musyawarab Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan 
keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejabteraan masyarakat secara 
keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan banya 
kesejabteraan masing-masing individu. 

BAB 1 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 
(1) BUM Desa Bersama ini bemama BUM Desa Bersama ... nama BUM Desa 

Bersama ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar in i disebut BUM Desa Bersama. 
(2) BUM Desa Bersama ... nama BUM Desa Bersama ... berkedudukan di Jalan ... 

Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten Pacitan. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN 

Pasal 2 
Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama adalab: 
a. perdagangan; 
b. wisata; 
c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan) 

BAB 111 
JENIS USAHA 

Pasal 3 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama 
dapat: 
a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang 

mebputi: 
1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU 

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuab komputer, 
serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin 



pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan 
untuk keperluan kantor, mesin pembangkit Ustrik dan mesin untuk 
keperluan rumab tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot 
produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan 
dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer 
untuk industri tekstil serta mesin jabi t dan rajut yang dikendalikan 
komputer. 

2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di 
https://oss.go.id/portal/referensi/ content/list kbli) 

b. Menja lankan usaha da lam bidang wisata yang mel iput i : 
1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman 

budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk 
pergelaran budaya. 

2. dan seterusnya (sesuai KBU yang dapat dilihat di 
https://OSS.go. id/portal/referensi/ content/ list_kbli) 

(2) BUM Desa Bersama memiliki Unit Usaba BUM Desa Bersama berbadan bukum 
perseroan yang bemama PT yang bergerak pada bidang usaba: 
a. perdagangan 
b. jasa 
c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika 

BUM Desa Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum). 

BAB IV 
ORGANISASI BUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Musyawarab Antar Desa 

Pasal 4 

(1) Musyawarab Antar Desa diadakan atau bertempat di salab satu Desa pendiri. 
(2) Musyawarab Antar Desa dapat diinisiasi oleb pelaksana operasional, 

penasibat, dan/atau pengawas. 

Pasal 5 

Musyawarab Antar Desa terdiri atas: 
a. Musyawarab Antar Desa tabunan; dan 
b. Musyawarah Antar Desa kbusus. 

Pasal 6 

(1) Dalam Musyawarab Antar Desa tabunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 buruf a: 
a. Pelaksana operasional menyampaikan: 

1. laporan tabunan yang telab ditelaab oleb pengawas dan penasibat 
untuk mendapat persetujuan Musyawarab Antar Desa; 

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarab 
Antar Desa menjadi rencana program kerja. 

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaba, dalam hal BUM Desa 
Bersama mempunyai saldo laba yang positif. 

(2) Persetujuan laporan tabunan, dan pengesahan rencana program keija oleb 
Musyawarab Antar Desa tabunan berarti memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung-jawab sepenubnya kepada pelaksana operasional atas 
pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasibat atas tugas 
kepenasibatan yang telab dijalankan selama tabun buku yang lalu, sejaub 
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tabunan dan Laporan Keuangan. 

https://oss.go.id/portal/referensi/
https://OSS.go


Pasal 7 

(1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 buruf 
b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengbaruskan 
adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarab Antar 
Desa. 

(2) Musyawarab Antar Desa kbusus diusulkan oleb pelaksana operasional 
dan/atau pengawas kepada penasibat. 

Pasal 8 

(1) Musyawarab Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleb: 
a. Selurub Kepala Desa dari Desa pendiri; 
b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan 
c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas: 

1. penyerta modal; 
2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan 
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaba BUM Desa 

Bersama/Unit Usaba BUM Desa Bersama. 
(2) Keputusan Musyawarab Antar Desa diambil berdasarkan musyawarab untuk 

mencapai mufakat. 

Pasal 9 

Musyawarab Antar Desa berwenang: 
a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama; 
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubabannya; 
c. membabas dan memutuskan jumlab, pengorganisasian, bak dan kewajiban, 

serta kewenangan pibak penerima kuasa fungsi kepenasibatan; 
d. membabas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasibat BUM Desa 

Bersama; 
e. mengangkat dan memberbentikan secara tetap pelaksana operasional BUM 

Desa Bersama; 
f. mengangkat pengawas; 
g. mengangkat sekretaris dan bendabara BUM Desa Bersama; 
h . memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleb BUM Desa Bersama; 
i . memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan 

oleb pelaksana operasional setelab ditelaab pengawas dan penasihat; 
j . memherikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlab 

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Tbiggaran Dasar BUM Desa Bersama; 
k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, 

jumlab investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pibak lain 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; 

1. menetapkan pembagian besaran laba bersib BUM Desa Bersama; 
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersib BUM Desa Bersama; 
n . memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu; 
o. memutuskan penutupan Unit Usaba BUM Desa Bersama; 
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian basil Usaba BUM Desa Bersama 

dan/atau Unit Usaba BUM Desa Bersama yang diserabkan kepada Desa; 
q. menerima laporan tabunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pemhebasan 

tanggung jawab penasibat, pelaksana operasional, dan pengawas; 
r. membabas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan 

aset BUM Desa Bersama; 
s. membabas dan memutuskan bentuk pertanggungjawahan yang barus 

dilaksanakan oleb penasibat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 
dalam bal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleb unsur 
kesengajaan atau kelalaian; 



t . memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal 
penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan 
iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

u . memutuskan penghentian selurub kegiatan operasional BUM Desa Bersama 
karena keadaan tertentu; 

V. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan 
pembagian barta atau kekayaan basil penghentian kegiatan usaha BUM Desa 
Bersama; 

w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 
X . memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk 

melakukan audit investigatif dalam bal terdapat indikasi kesalaban dan/atau 
kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama. 

Bagian Kedua 
Penasibat 

Pasal 10 

Penasibat dijabat secara rangkap oleb para Kepala Desa dari Desa pendiri 
selanjutnya disebut dewan penasibat. 

Pasal 11 

Dewan penasibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang: 
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membabas dan menyepakati 

Anggaran Rumab Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubabannya; 
b. bersama dengan pengawas menelaab rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleb pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarab 
Antar Desa; 

c. menetapkan pemberbentian secara tetap pelaksana operasional sesuai 
keputusan Musyawarab Antar Desa; 

d. dalam keadaan tertentu memberbentikan secara sementara pelaksana 
operasional dan mengambil abb pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama; 

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan 
menyampaikan anabsis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuban dalam 
rangka perencanaan penambaban modal Desa dan/atau masyarakat Desa 
untuk diajukan kepada Musyawarab Antar Desa; 

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa 
Bersama oleb pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleb pengawas 
sebelum diajukan kepada Musyawarab Antar Desa dalam laporan tabunan; 

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tabunan BUM Desa 
Bersama berdasarkan keputusan Musyawarab Antar Desa; 

h . bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM 
Desa Bersama dengan jumlab tertentu sebagaimana ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan 

i . bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas keija sama BUM 
Desa Bersama dengan nbai, jumlab investasi, dan/atau bentuk kerja sama 
tertentu dengan pibak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
BUM Desa Bersama. 

Pasal 12 

Dewan penasibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas: 
a. memberikan masukan dan nasibat kepada pelaksana operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama; 
b. menelaab rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana 

program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarab j\ntar 
Desa; 



c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaba dan organisasi BUM Desa 
Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga; 

d. bersama pengawas, menelaab laporan semesteran atas pelaksanaan 
pengelolaan usaba BUM Desa Bersama; 

e. bersama pengawas, menelaab laporan tabunan atas pelaksanaan pengelolaan 
usaba BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarab Antar Desa; 

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaba dan organisasi BUM 
Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga 
dan/atau keputusan Musyawarab Antar Desa; 

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalab yang dianggap penting 
bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumab Tangga dan/atau keputusan Musyawarab Antar Desa; dan 

h . meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan 
pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumab Tangga dan/atau keputusan Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 13 

Dewan penasibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbak: 
a. memberi kuasa kepada pibak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasibatan; 

dan 
b. memperoleb penghasilan yang terdiri atas: 

1 senilai Rp ,- ( Rupiah) 
2 senilai Rp ,- ( Rupiah) 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Operasional 

Pasal 14 

BUM Desa Bersama diurus dan dipimpin oleb pelaksana operasional yang 
selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleb Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 15 
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang 

perseorangan yang diusulkan oleb Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur 
masyarakat dalam Musyawarab Antar Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubi 
syarat meliputi: 
a. warga Desa nama Desa , nama Desa , atau 

nama Desa ; 
b. sebat jasmani dan robani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

mengbambat tugas sebagai Direktur); 
c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenubnya untuk 

melaksanakan tugas sebagai direktur; 
d. berpendidikan minimal sederajat; 
e. mampu melaksanakan perbuatan bukum; 
f. tidak pemab dinyatakan pailit; 
g. tidak pemab dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuab usaba 

dinyatakan pailit; 
h . tidak pemab dibukum karena melakukan tindak pidana; 
i . memiliki keablian dan pengetabuan yang memadai mengenai usaba di 

bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum; 
j . memibki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan pemndang-

undangan dbarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa 
Bersama. 



(3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleb Musyawarab Desa sebagai Direktur. 

Pasal 16 

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleb Musyawarab Antai Desa karena 
alasan: 
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumab Tangga dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa; 
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama; 
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

bukum yang tetap; dan 
f. mengundurkan dir i . 

Pasal 17 

Direktur berwenang: 
a. bersama dewan penasibat dan pengawas, membabas dan menyepakati 

Anggaran Rumab Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubabannya; 
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaba BUM Desa Bersama yang 

sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumab Tangga dan keputusan Musyawarab 
Antar Desa; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaba BUM Desa Bersama secara internal 
organisasi maupun dengan pibak lain; 

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk 
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa 
Bersama; 

e. mengangkat dan memberbentikan pegawai BUM Desa Bersama selain 
sekretaris dan bendabara berdasarkan peraturan perundang- undangan 
mengenai ketenagakerjaan; 

f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelab mendapat persetujuan 
Musyawarab Antar Desa atau dewan penasibat sesuai ketentuan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; 

g. melakukan keija sama dengan pibak lain untuk mengembangkan Usaba BUM 
Desa Bersama setelab mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau 
dewan penasibat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; 

h . melaksanakan pembagian besaran laba bersib BUM Desa Bersama 
sesuai yang ditetapkan oleb Musyawarab Antar Desa; 

i . melaksanakan tujuan penggunaan laba bersib BUM Desa Bersama 
sesuai yang ditetapkan oleb Musyawarab Antar Desa; 

j . melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleb Musyawarab Antar 
Desa; 

k. bertindak sebagai penyelesai dalam bal Musyawarab Antar Desa tidak 
menunjuk penyelesai; dan 

1. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau 
perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai 
segala bal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarab Antar Desa, dan/atau sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mewakili BUM Desa 
Bersama di dalam dan di luar pengadilan. 



Pasal 18 

Direktur bertugas: 
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa 

Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam 
dan/atau di luar pengadilan mengenai segala bal dan segala kejadian, dengan 
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, 
keputusan Musyawarab Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama; 
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM Desa 

Bersama untuk diajukan kepada dewan penasibat dan pengawas; 
d. menyusun laporan tabunan pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM Desa 

Bersama untuk diajukan kepada Musyawarab Antar Desa setelab ditelaab oleb 
dewan penasibat dan pengawas; 

e. atas permintaan dewan penasibat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM 
Desa Bersama kepada dewan penasibat; 

f. menjelaskan persoalan p>engelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarab 
Antar Desa; dan 

g. bersama dengan dewan penasibat dan pengawas, menyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuban dalam 
rangka perencanaan penambaban modal Desa dan/atau masyarakat Desa 
untuk diajukan kepada Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 19 

Direktur berbak: 
a. mewakib BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala 

bal dan dalam segala kejadian; 
b. mengangkat dan memberbentikan pegawai selain sekretaris dan bendabara; 
c. Memperoleb pengbasilan yang terdiri atas: 

1. gaji senilai Rp ,- ( Rupiab); 
2. tunjangan senilai Rp ,- ( Rupiab); dan 

3. manfaat lainnya berupa 

Bagian Keempat 
Pengawas 

Pasal 20 

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleb Kepala Desa, 
BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarab Antar Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus memenubi 
syarat mebputi: 
a. warga Desa nama Desa , nama Desa , atau 

nama Desa ; 
b. sebat jasmani dan robani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

mengbambat tugas sebagai pengawas); 
c. memibki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; 
d. berpendidikan minimal sederajat; 
e. tidak pemab dinyatakan pailit; 
f. tidak pemab dinyatakan bersalab dan menyebabkan sebuab usaba 

dinyatakan pailit; 
g. tidak pemab dibukum karena melakukan tindak pidana; 
h . memibki keabban dan pengetabuan yang memadai mengenai usaba di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum; 
i . memibki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 



(3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleb Musyawarab Antar Desa sebagai pengawas. 

Pasal 21 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleb Musyawarab Antar Desa karena 
alasan: 
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumab Tangga dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa; 
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang sebarusnva 

dihormati sebagai pengawas; 
e. dinyatakan bersalab dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

bukum yang tetap; dan 
f. mengundurkan diri . 

Pasal 22 

Pengawas berwenang: 
a. bersama dengan dewan penasibat, menelaab rancangan rencana program kerja 

yang diajukan oleb pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarab 
Antar Desa; 

b. bersama dengan dewan penasibat dan pelaksana operasional, membabas dan 
menyepakati Ttiiggaran Rumab Tangga BUM Desa Bersama dan/atau 
perubabannya; 

c. bersama dengan dewan penasibat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM 
Desa Bersama dengan jumlab tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa Bersama; 

d. bersama dengan dewan penasibat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM 
Desa Bersama dengan nbai, jumlab investasi, dan/atau bentuk kerja sama 
tertentu dengan pibak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa Bersama; 

e. bersama dengan dewan penasibat, menyusun dan menyampaikan analisis 
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuban dalam rangka perencanaan 
penambaban modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarab Antar 
Desa; 

f. atas perintab Musyawarab Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit 
investigatif dalam bal terdapat indikasi kesalaban dan/atau kelalaian dalam 
pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa 
Bersama; dan 

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaba BUM Desa Bersama. 

Pasal 23 

Pengawas bertugas: 
a. melakukan pengawasan terbadap kebijakan pengurusan dan jalann\ a pengurusan 

BUM Desa Bersama oleb pelaksana operasional termasuk pengawasan terbadap 
pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarab 
Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan audit investigatif terbadap laporan keuangan BUM Desa Bersama; 
c. menyampaikan laporan basil pemeriksaan atau pengawasan tabunan kepada 

Musyawarab Antar Desa; 
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaba 

BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan 
penasibat; 



e. bersama dengan dewan penasibat, menelaab rencana program kerja yang 
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar 
Desa; 

f. bersama dengan dewan penasibat, melakukan telaahan atas laporan tabunan 
pelaksanaan pengelolaan Usaba BUM Desa Bersama oleb pelaksana operasional 
sebelum diajukan kepada Musyawarab Antar Desa; 

g. bersama dewan penasibat, menelaab laporan tabunan pelaksanaan pengelolaan 
Usaba BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarab Antar Desa; dan 

h . memberikan penjelasan atau keterangan tentang basil pengawasan dalam 
Musyawarab Antar Desa. 

Pasal 24 

Pengawas berbak memperoleb pengbasilan yang terdiri atas: 
a senilai Rp ,- ( Rupiab); dan 
b senilai Rp , - ( Rupiab); 

BAB V 
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN 

Bagian Kesatu 
Modal 

Pasal 25 

(1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlab Rp ,- ( Rupiab) 
(2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terbagi atas: 

a. Penyertaan modal Desa .... dengan total nilai Rp ( Rupiab) atau 
% ( per seratus); 

b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp ,-( Rupiab) atau 
% ( per seratus). 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a terdiri atas: 
a. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp ,-( Rupiab) atau 

% ( per seratus); 
b. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp ,-( Rupiab) atau 

% ( per seratus); 
c. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp ,-( Rupiab) atau 

% ( per seratus); 
(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b 

terdiri atas: 
a. Uang senilai Rp ,- ( Rupiab) dari tuan nama orang 
b. Tanab dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp 

( Rupiab) dari nyonya nama orang ; dan 
c. Mesin sejumlah uni t dengan total nilai Rp ,-( Rupiab) dari 

koperasi nama koperasi 

Bagian Kedua 
Aset 

Pasal 26 

(1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari: 
a. penyertaan modal; 
b. bantuan tidak mengikat termasuk bibab; 
c. basil usaba; 
d. pinjaman; dan/atau 
e. sumber lain yang sab. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara 
berkala dalam laporan keuangan. 



Pasal 27 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
26 ayat (1) buruf b dapat berasal dari Pemerintab Pusat, Pemerintab Daerab, 
dan/atau pibak lainnya. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa 
bersama. 

Bagian Ketiga 
Pinjaman 

Pasal 28 

(1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan 
memenubi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kebati-batian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, 
Pemerintab Pusat, Pemerintab Daerab, dan sumber dana dalam negeri lainnya 
dengan ketentuan: 
a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaba dan/atau pembentukan 

Unit Usaba BUM Desa Bersama; 
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan 

biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebibi sisa masa jabatan 
direktur; 

c. memiliki laporan keuangan yang sebat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-
turut ; 

d. tidak mengakibatkan perubaban proporsi kepemilikan modal; dan 
e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya 

oleb BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan. 

Pasal 29 

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih 
dari atau sama dengan dilakukan setelab mendapat persetujuan 
Musyawarab Antar Desa. 

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bemilai kurang 
dari di lakukan setelab mendapat persetujuan dewan penasibat 
dan pengawas. 

BAB VI 
KERJA SAMA 

Pasal 30 

(1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pibak lain. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kerja sama usaba; dan 
b. kerja sama non-usaba. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus saling menguntungkan 
dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pibak yang 
bekerja sama. 

(4) Pibak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi 
Pemerintab Pusat, Pemerintab Daerab, Pemerintab Desa, dunia usaba atau 
koperasi, lembaga nonpemerintab, lembaga pendidikan dan lembaga sosial 
budaya yang dimil iki warga negara atau badan bukum Indonesia, dan BUM 
Desa/BUM Desa Bersama lain. 



Pasal 31 

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) buruf a 
termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintab Desa 
dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa. 

(2) Dalam kerja sama usaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa 
Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi 
apa pun untuk pibak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau 
jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil 
manfaat tertentu. 

Pasal 32 

(1) Selain kerja sama usaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM 
Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaba dengan pibak lain berupa 
kerja sama usaba termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan 
bersama sumber daya. 

(2) Keija sama usaba BUM Desa Bersama dengan pibak lain berupa pengelolaan 
bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelab 
mempertimbangkan kedudukan bukum status kepemiUkan dan/atau 
penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 33 

(1) Kerja sama usaba dengan nilai investasi lebib dari atau sama dengan 
dilakukan setelab mendapat persetujuan Musyawarab Antar Desa; 

(2) Kerja sama usaba dengan nilai investasi kurang dari dilakukan 

setelab mendapat persetujuan dewan penasibat dan pengawas; 

Pasal 34 

(1) Bentuk kerja sama usaba: 
a 
b 
c 

dilakukan setelab mendapat persetujuan Musyawarab Antar Desa; 
(2) Bentuk kerja sama usaba: 

a 
b 
c 

dilakukan setelab mendapat persetujuan dewan penasibat dan pengawas; 
Pasal 35 

(1) Kerja sama non-usaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat, (2) buruf b 
dilakukan dalam bentuk paling sedikit: 
a. transfer teknologi, i lmu pengetabuan, seni dan kebudayaan; dan 
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Kerja sama non-usaba dilakukan setelab mendapat persetujuan dewan 
penasibat dan pengawas. 



BAB VII 
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

Pasal 36 

(1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari 
hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tabun 
buku. 

(2) Hasil usaba BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 
atas: 
a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar % ( per 

seratus); dan 
b. diserabkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar % ( per 

seratus); 

(3) Hasn Usaba BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a 
dialokasikan untuk: 
a. laba ditahan untuk modal bagi Usaba BUM Desa Bersama/Unit 

Usaba BUM Desa Bersama yang membutuhkan pengembangan usaba 
sebesar % ( per seratus). 

b. pendapatan asli Desa A., sebesar %( per seratus) yang 
penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya); 

c. pendapatan asb Desa B.... sebesar %( per seratus) yang 
penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya); 

d. pendapatan asb Desa C . sebesar %( per seratus) yang 
penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk 
masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya); 

(4) Hasb Usaba BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b 
dibagi atas: 
a. diserabkan kepada tuan sebesar % ( per seratus); 
b. diserabkan kepada nyonya sebesar %( per seratus); 

dan 
c. diserabkan kepada koperasi sebesar % ( per seratus); 

BAB Vl l 
PENUTUP 

Anggaran Dasar in i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagian H u k u m , 

DENI P A H Y X n T O R O . SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK DESA 

A. CONTOH FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA 

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa) 
KECAMATAN . (Nama Kecamatan) KABUPATEN PACITAN 

NOMOR .... TAHUN 

TENTANG 

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA 
BUM DESA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA .(Nama Desa) 

Menimbang : a. babwa untuk mendukung kegiatan usaba dan pelaksanaan 
anggaran dasar BUM Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala 
Desa (nama Desa) tentang Anggaran Rumab Tangga 
Badan Usaba Milik Desa .... nama BUM Desa; 

b. babwa ; 
c. (dan seterusnya ...;) 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repubbk Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintab Repubbk Indonesia Nomor 11 Tabun 
2021 tentang Badan Usaba Mil ik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 21, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

3. (dan seterusnya ...;) 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH 

TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ... (NAMA BUM DESA)... 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Desa in i yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalab Desa yang berkedudukan di kecamatan , Kabupaten 

Pacitan, Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintab Desa adalab Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 



penyelenggara Pemerintahan Desa. 
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa 
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalab BPD Desa 
5. Badan Usaba Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalab BUM Desa " 
6. Badan Usaba Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalab badan 

bukum yang didirikan oleb Desa guna mengelola usaba, memanfaatkan 
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 
dan/atau menyediakan jenis usaba lainnya untuk sebesar-besamya 
kesejabteraan masyarakat Desa. 

7. Usaba BUM Desa adalab kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
yang dikelola secara mandiri oleb BUM Desa. 

8. Unit Usaba BUM Desa adalab badan usaba mil ik BUM Desa yang melaksanakan 
kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang 
melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

9. Anggaran Dasar adalab ; 
10. Anggaran Rumab Tangga adalab....; 
11 . (dan seterusnya.) 

BAB 11 
PEGAWAI BUM DESA 

Pasal 2 

(1) Pegawai BUM desa berkewajiban: 
a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana 

operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarab desa; 
b. Mematubi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa; 
c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan oleb BUM Desa; 
d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM 

Desa; 
e. Dst 

(2) Pegawai BUM Desa berbak; 
a. Menentukan arab pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat 

desa; 
b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleb BUM 

Desa; 
c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar /bulan dan insentif pada saat 

capaian laba BUM Desa surplus, sebesar Rp /bulan. 
d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa; 
e. Mendapatkan bantuan bukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan 

oleb pelaksana operasional; 
f. Mendapatkan pelatiban peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola 

administratif atau pengembangan usaba BUM Desa; 
g. Dst 

Pasal 3 

(1) Sekretaris memiliki wewenang: 
a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaba/unit usaba BUM 

Desa 
b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa 
c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di 

internal BUM Desa; 
d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa 
e. Dst. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 



a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh 
pengelola operasional BUM Desa; 

b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa 
c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan; 
d. Menginisiasi rapat-rapat ru t in atau aksidental untuk memutuskan kebijakan 

BUM Desa; 
e. Dst... 

Pasal 4 

(1) Bendahara memiliki wewenang: 
a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa; 
b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa; 
c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola 

BUM Desa; 
d. Dst. 

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa; 
b. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambab sumber 

pengbasilan BUM Desa; 
c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada 

direktur BUM Desa; 
d. Dst 

Pasal 5 

(1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 
bendabara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: 

a. Kepala Tata Usaba 
b. Koordinator Kegiatan Usaba 
c. (Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa) 

(2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang 

dibuat oleb pengelola operasional BUM Desa; 
b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional 
c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai 

keputusan pimpinan; 
d. Dst 

BAB 111 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

Pasal 6 

(1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa barus disesuaikan pada prinsip: 
a. profesionalisme 
b. keterbukaan 
c. mengutamakan masyarakat desa setempat 
d. dst 

(2) Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria; 
a. kemampuan dan kebutuban manajerial BUM Desa; 
b. pemenuban kebutuban pegawai; dan 
c. dst 

(3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara: 
a. Penunjukan; 
b. Seleksi; dan 
c. Dst... 



Pasal7 

(1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila: 
a. Meninggal dunia; 
b. Habisnya masa bhakti; 
c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan 
d. Dst 

(2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berbak mendapatkan kompensasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
ke te nagake rj aan. 

BAB IV 

MASA BAKTI DAN JAM KERJA 

Pasal 8 
(1) Masa bakb sekretaris dan bendabara BUM Desa sama dengan masa jabatan 

pengelola operasional BUM Desa; 
(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendabara 
(3) Jam kerja pegawai BUM Desa 

BAB V 
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

BUM DESA 

Pasal 9 

(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal barus dihadiri oleb: 
a. Direktur; 
b. Sekretaris; 
c. Bendabara; dan 
d. Perwakilan ptegawai BUM Desa. 

(2) Selurub pengambilan keputusan barus melalui musyawarab mufakat di internal 
BUM Desa. 

(3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasebat dan 
pengwas BUM Desa. 

Pasal 10 

(1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada 
direktur BUM Desa. 

(2) Penilaian terbadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleb direktur dan 
dilaporkan kepada penasebat dan pengawas. 

(3) Dst.... 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Ketentuan dalam Anggaran Rumab Tangga mengikat selurub personel organisasi 
pengelola BUM Desa. 



Pasal 12 

Peraturan Desa in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa in i dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa). 

Ditetapkan di ... 
pada tanggal ... 
KEPALA DESA...(Nama Desa), 

tanda tangan 
NAMA 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 
NAMA 

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR 



B. CONTOH FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA BERSAMA 

PERATUFJAN BERSAMA KEPALA DESA KEPALA DESA dst(Nama Desa-Desa) 
KECAMATAN .„ (Nama Kecamatan) KABUPATEN PACITAN 

NOMOR .... TAHUN 
NOMOR .... TAHUN 
NOMOR .... TAHUN 

dst 

TENTANG 

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ...(NAMA 
BUM DESA BERSAMA) KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA . ... , KEPALA DESA dst (Nama-nama Desa) 

Menimbang : a. babwa untuk mendukung kegiatan usaba dan pelaksanaan 
anggaran dasar BUM Desa Bersama perlu menetapkan 
Peraturan Bersama Kepala Desa , Kepala Desa .... dst 
(nama-nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan 
Usaba Milik Desa Bersama.... nama BUM Desa Bersama; 

b. babwa ; 
c. (dan seterusnya...;) 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 11 Tabun 
2021 tentang Badan Usaba Milik Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 21 , Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

3. (dan seterusnya ...;) 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN 

RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA... 
(NAMA BUM DESA BERSAMA) 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa in i yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalab Desa yang berkedudukan di kecamatan , Kabupaten 

Pacitan, Provinsi Jawa Timur. 
2. Pemerintab Desa adalab Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintaban Desa. 
3. Kepala Desa adalab Kepala Desa 
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa 



5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, 
adalab BUM Desa Bersama " ". 

6. Badan Usaba Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama 
adalab badan bukum yang didirikan oleb Desa .... , Desa ,,,, dan seterusnya guna 
mengelola usaba, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaba 
lainnya untuk sebesar-besamya kesejabteraan masyarakat Desa. 

7. Usaba BUM Desa Bersama adalab kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleb BUM Desa Bersama. 

8. Unit Usaba BUM Desa Bersama adalab badan usaba milik BUM Desa Bersama 
yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 
berbadan bukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama. 

9. Anggaran Dasar adalab ; 
10. Anggaran Rumab Tangga adalab....; 
11. (dan seterusnya.) 

BAB 11 

PEGAWAI BUM DESA BERSAMA 

Pasal 2 

(1) Pegawai BUM Desa Bersama berkewajiban: 
a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana 

operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa; 
b. Mematubi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa; 
c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan oleb BUM Desa; 
d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM 

Desa; 
e. Dst 

(2) Pegawai BUM Desa Bersama berbak; 
a. Menentukan arab pengembangan BUM Desa Bersama untuk keuntungan 

masyarakat desa; 
b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleb BUM 

Desa Bersama; 
c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar /bulan dan insentif pada saat capaian 

laba BUM Desa Bersama surplus, sebesar Rp /bulan. 
d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa Bersama; 
e. Mendapatkan bantuan bukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan 

oleb pelaksana operasional; 
f. Mendapatkan pelatiban peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola 

administratif atau pengembangan usaba BUM Desa Bersama; 
g. Dst 

Pasal 3 

(3) Sekretaris memiliki wewenang: 
a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaba/unit usaba BUM 

Desa Bersama; 
b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa 

Bersama; 
c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di 

internal BUM Desa Bersama; 
d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa Bersama; 
e. Dst 

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
f. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan vang dibuat oleb 

pengelola operasional BUM Desa Bersama; 



Pasal 7 

(3) Pegawai BUM Desa Bersama dapat diberhentikan apabila: 
e. Meninggal dunia; 
f. Habisnya masa bbakti; 
g. Diberhentikan oleb Direktur BUM Desa Bersama; dan 
h . Dst 

(4) Pegawai BUM Desa Bersama yang diberhentikan berbak mendapatkan kompensasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai ketenagakeijaan. 

BAB IV 

MASA BAKTI DAN JAM KERJA 

Pasal 8 
(1) Masa bakti sekretaris dan bendabara BUM Desa Bersama, sama dengan masa 

jabatan pengelola operasional BUM Desa Bersama; 
(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendabara ; dan 
(3) Jam kerja pegawai BUM Desa Bersama 

BAB V 
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

BUM DESA BERSAMA 

Pasal 9 

(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa Bersama minimal barus 
dihadiri oleb: 

a. Direktur; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; dan 
d. Perwakilan pegawai BUM Desa Bersama. 

(2) Seluruh pengambilan keputusan bams melalui musyawarab mufakat di internal 
BUM Desa Bersama. 

(3) Hasil keputusan BUM Desa Bersama dicatat dan disampaikan kepada penasebat 
dan pengwas BUM Desa Bersama. 

Pasal 10 

(1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa Bersama disampaikan secara internal 
kepada direktur BUM Desa Bersama. 

(2) Penilaian terbadap kinerja pegawai BUM Desa Bersama dilakukan oleb direktur 
dan dilaporkan kepada penasebat dan pengawas. 

(3) Dst.... 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Ketentuan dalam Anggaran Rumab Tangga mengikat selurub personel organisasi 
pengelola BUM Desa Bersama. 



Pasal 12 

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bersama Kepala Desa in i dengan penempatannya dalam Berita Desa ... , Berita 
Desa .... dst (Nama Desa-Desa). 

Ditetapkan di ... 
pada tanggal ... 

KEPALA DESA...(Nama KEPALA DESA...(Nama KEPALA DESA...(Nama Dst 
Desa), Desa), Desa), 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

Diundangkan d i ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA 
(Nama Desa) 

D iundangkan d i ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA 
(Nama Desa) 

D iundangkan d i ... 
pada tanggal ... 
SEKRETARIS DESA 
(Nama Desa) 

Dst 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

tanda tangan 
NAMA 

BERITA DESA . 
BERITA DESA . 
BERITA DESA . 
Dst 

(Nama Desa) TAHUN 
,. (Nama Desa) TAHUN 
.. (Nama Desa) TAHUN 

NOMOR ... 
NOMOR ... 
NOMOR ... 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagian H u k p m , 

DENI P A H ^ T O R O . SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN VI I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA 

RENCANA PROGRAM KERJA 
Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar 

berikut: 
LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA 
BAB I PROFIL BUM DESA 

A. Visi Misi 
B. Struktur organisasi dan daftar SDM 
C. Kepemilikan Modal 

1) Penyertaan Modal Awal 
2) Penyertaan Modal Desa 
3) Penyertaan Modal Masyarakat 

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA 
A. Kondisi Internal 

1. Kondisi Sumber Daya Manusia 
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha 
4. Kondisi Keuangan 

B. Kondisi Eksternal 
1. Tantangan Usaha 
2. Potensi 
3. Peluang 
4. Prospek Usaha 

BAB III RENCANA KERJA 
A. Sasaran Perusahaan 
B. Strategi dan Kebijakan 
C. Rencana Kerja 

a) Matrik Rencana Kerja 
b) Proyeksi Laba-Rugi Tabun Mendatang 
c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tabun Mendatang 
d) Proyeksi Neraca Tabun Mendatang 
e) Proyeksi Arus Kas Tabun Mendatang 
f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tabun Mendatang 
g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Pemsabaan Tabun Mendatang 

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL 
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara 
terperinci: 
BAB V RENCANA KERJA SAMA 

A. Rencana Kerja Sama Usaba 
B. Rencana Kerja Sama Nonusaha 

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN 
Rencana kegiatan dan kebutuban disusun sebelum penambaban modal kepada BUM 
Desa/BUM Desa Bersama 

BAB 1 
PROFIL BUM DESA 

A. Visi dan Misi 
Visi 



Misi 

B. Struktur organisasi dan daftar SDM 

Struktur Organisasi BUM Desa 

Daftar SDM BUM Desa 
No Nama Jabatan 

1 Penasihat 

2 Pengawas 
3 Direktur 

4 Sekretaris 

5 Bendahara 

6 Manager Usaha A 

7 Pegawai Usaha A 

8 Pegawai Usaha A 

9 Manager Usaha B 

10 Pegawai Usaha B 

11 Pegawai Usaha B 

C. KepemiUkan Modal 
1) Penyertaan Modal Awal 

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal) 

2) Penyertaan Modal Desa 
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa) 

3) Penyertaan Modal Masyarakat 
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat) 



BAB 11 
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA 

A. Kondisi Internal 
1. Kondisi Sumber Daya Manusia 

(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa) 
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 

Uraian Perkembangan Usaha A 

Uraian Perkembangan Usaha B 

Uraian Perkembangan Usaha C 

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Keija Sama Non-Usaha 
Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama 
non-usaha. 

4. Kondisi Keuangan 
Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, 
utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset. 



B. Kondisi Eksternal 
1 • Tantangan Usaha 

Tan tangan Usaha Kondisi Harapan Strategi Menghadapi 
Tantangan 

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi 
menghadapi tantangan usaha) 

2. Potensi 

No Potensi Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Potensi 

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
potensi) 

3. Peluang 

No Peluang Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan \ 
Peluang 

1 j 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
peluang) 



4. Prospek Usaha 

Prospek Usaha Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Prospek Usaha 

1 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi 
pemanfaatan prospek usaha) 



BAB III 
RENCANA KERJA 

A. Sasaran Perusahaan 
Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa ... 

sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan 
dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. 
Disamping i tu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimil iki agar 
BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder, (deskripsi bisa 
disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan) 

Sasaran Kinerja/Absolut target Tabun ... sesuai sesuai dengan basil 
Musyawarab Desa Tanggal.... Bulan .... Tabun 

Total Aset 
Total Ekuitas 
Laba Bersib Tahun Berjalan 
Capital Expenditure 
Kontribusi terhadap PADes 

miliar 
miliar 
miliar 
miliar 
miliar 

B. Strategi dan Kebijakan 
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalab sebagai 

berikut: 
a 
b 
c 
d 
e 

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai 
berikut: 
a 
b 
c 
d 
e 



00 

C. Rencana Kerja 
a) Matrik Rencana Kerja 

No Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp.) Sumber Output Indikator Keberhasilan Waktu Pelaksanaan 

. , | 
i 

i 



b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang 

Uraian 
RKAP 

i.jmtm 
tahun 
atang 

RKAP Terakhir 
% Uraian 

Jumlah % Jumlah % 
% 

1 2 3 4 5 6=2:4 
Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

Penjualan 
Beban Pokok Penjualan 
Laba Bruto 

Beban Usaha 
Beban Administrasi dan Umum 
Beban Penjualan 

Jumlah Beban Usaha 
Laba (Rugi) Usaba 

Pendapatan (Beban) Lain-lain : Pendapatan 
(Beban) Lain-lain Beban Bunga 

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak 

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan 
Tahun Berjalan Tangguhan 

Laba Setelah Pajak Pendapatan 
Konprehensif Lain 
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak 

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tabun Mendatang 
Uraian RKAPTahun 

Mendatang RKAP Terakhir % 
1 2 3 4=2:3 

A. Beban Langsung Order 
1. Biaya Bahan 
2. Biaya Su bkontraktor 
3. Baiaya Transport 86 Packing 
4. Biaya Sewa Alat 
5. Biaya Operasional Lainnya 

Sub Total A 

B. Beban Tetap Produksi 
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung 
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung 

Sub Total B 

Total: 



d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang 

Uraian RKAP Tahun 
Mendatang 

RKAP 
Terakhir 

1 2 3 

ASET 
Aset Lancar 

Kas dan Setara Kas 
Piutang Usaha 
Piutang Pajak 
Piutang Jangka Pendek Lainnya Persediaan 
Pembayaran Uang Muka 

Jumlah Aset Lancar 

Aset Tidak Lancar Penyertaan Aset Tetap 
Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain 

Jumlah Aset Tidak Lancar 
Jumlah Aset 

LIABILITAS 
Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha 

Utang Bank / Pihak ke III 
Utang Bunga 
Utang Pajak 
Uang Muka Pemesanan 
Beban yang Masih Harus dibayar 
Utang Lain-lain 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 

Liabilitas Jangka Panjang Utang Jangka Panjang 
Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban Pajak 
Tangguhan 

Jumlah Leabilitas Jangka Panjang 

JUMLAH LEABILITAS 

EKUITAS 
Modal Dasar RP. 
Saham yang belum ditempatkan dan disetor RP. 
PMN yang belum ditentukan statusnya 
Penyertaan modal pemerintah 
Penyertaan modal ex PPA 
Cadangan Likudasi 
MnHj^l ttihflh 
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Selisih revaluasi aset tetap 
Saldo defisit 
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ASET 
Aset Lancar 

Kas dan Setara Kas 
Piutang Usaha 
Piutang Pajak 
Piutang Jangka Pendek Lainnya Persediaan 
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e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang 

Uraian 
RKAP Tahun 
Mendatang 

RKAP 1 <̂  
Terakhir 

1 2 3 1 4=2:3 1 

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS 
A. AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan 
1. Piutang (Progress Proyek) 
2. Lainnya 
3. Pendapatan Lain-lain _ ^ — 

Sub total Penerimaan 
Pengeluaran 

1. Biaya langsung order 
2. Gaji 86 Upah 
3. Biaya Tetap 86 lainnya 
4. Biaya bunga 
5. Pajak 

Sub total neneeluaran 
Surolus (Defisit) onerasional 

B. AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan 
1. Optimalisasi Aset Tetap 
Pengeluaran 
1 Investasi Aset Tetan 
2. Investasi Aset Tak Terwujud 
Surplus (Defisit) Investasi 

C. AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan 
1. PMN - Equity 
2. Pihak Ketiga/Perbankan 
3. Lainnya 

Sub total penerimaan 
1 G i l ^ G i L i e u C U i 

X . L J L C L l l ^ L / c y c U V 

2 Pemberhentian Karvawan 
A— • A V,- AAA AAA V—. A A A A «—ÂA A A X V̂ A X J A - A * A A A A A 

3. Utang PT Sugico 
4. utang Usaha Lama 
5. Angsuran PT PPA 
6. Pihak Ketiga/Perbankan 
7. Beban Lain-lain Sub total pengeluaran 
Surplus (defisit) Pendanaan 
Surplus (defisit) Perusahaan 

SALDO AKHIR KAS 86 SETARA KAS 

1) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang 
RENCANA INVESTASI TAHUN KONSOLIDASIAN 

NO Uraian RKAP Tahun RKAP NO Uraian Mendatang Terakhir 
1 2 3 4 5=2:3 
I Aset Tetap Berwujud 
1 Tanah 
2 Oedung dan Perlengkapannya 
3 Mesin dan Peralatan 
4 Kendaraan 
5 Peralatan kantor 
II Aset Tidak Terwujud i 
1 Software 
2 Lisensi/ Sertifikat 
3 Software Desain Enginering i 
4 Training ,) 

Total : 1 



PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN KONSOLIDASIAN 

NO 
i v yj 

\P X C U C X X X 
RKAP Tahun 
Mendatang 

RKAP 
Terakhir % 

1 2 3 4 5=2:3 
I Aset Tetap Berwujud 

1. Laba (Rugi) Setelah Pajak 
2. Penyusutan 85 Amortisasi 
3. Tambahan Aset Lain-lain 
Sub Total Sumber Dana 

II PENGGUNAAN DANA 
1. Investasi Aset Tetap 
2. Investasi Aset Tidak Berwujud 
3. Tambahan Aset Lain-lain • 

Sub total Penggunaan Dana ! 

III Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja 1 

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang 

URAIAN Tertinggi RKAP Tabun 
Mendatang RKAP Terakbir 

Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 
I . ASPEK KEUANGAN 

a. Laba / Rugi 
1. ROE(%) 
2. R 0 I (%) 
3. TMS / TA (%) 

SUB TOTAL a 
b. PERPUTARAN 

4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%) 
5. RASIO LANCAR (%) 
6. RASIO KAS (%) 
7. PERIODE PENARIKAN (HARI) 
8. PERPUTARAN PERSEDIAAN (HARI) 

SUB TOTAL b 
TOTAL (a+b) 

I I . ASPEK OPERASIONAL 
1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%) 
2. PRESENTASE KAPASITAS PRODUKSI 

(%) 
3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN &. 

JUMLAH PRODUK TERJUAL (%) i 

TOTAL II 

II I . ASPEK ADMINISTRASI 
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN 
2. RANCANGAN RKAP 
3. LAPORAN PERIODIK 
4. KINERJA PKBL 

- EFEKTIFITAS PENYALURAN 
- TINGKAT KOLEKTIBILITAS 

: 

1 
1 

TOTAL III 
TOTAL SKOR 

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 



BAB IV 
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL 

NO INDIKATOR KPl SATUAN FORMULA 
RKAP T a h u n Menda tang 

RKAP Te rakh i r 
NO INDIKATOR KPl SATUAN FORMULA 

TARGET 
BOBOT (O/o) 

(NlLAIj 
CAPAIAN M L A I 

A. KEUANGAN 8s PASAR 2 2 . 0 22 7 1 

1 Pe r t u m b u h a n 
Pendapatan d a n 
J u m l a h 
P roduk Ter jua l 

% 

Penjualan t h b e q a l a n x 100 % Pe n j u t i l a n t h 
s e b e l u m n y a 

2 P e r t u m b u h a n aset 
% 

Penjua lan t h be r i a l an x 100 % Penjualan t h 
s e b e l u m n y a 

3 DST. 
B. FOKUS PELANGGAN 2 2 . 0 18.6 
4 

Loval i tas Pe lan^yian 
% Jumlah pclanccaii vang sama dg t im sblmnva x 100% Jumlalj 

[)elanggan thu sblmnya 

5 M e n i n g k a t k a n 
Pes an an 

% 
Pesanan M a s u k t h b e r i a l an x 1 0 0 % Pesanan M a s u k t h 
s e b e l u m n y a . 1 . . . . . 

6 DST. 
-

C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES 1 8 . 0 12 0 

7 Investasi 
% Realisasi Program Investas i t h ber ja lan x 1 0 0 % 

Rencana Program Investas i t h ber ja lan 
8 

T ingka t Pemenuhan 
Pes an an 

% 
Total Penjualan x 1 0 0 % Total Order Masuk 

9 DST. 
D. FOKUS TENAGA KERJA 1 5 . 0 6 . 0 

10 
Pen ingkatan 
Kompetens i P ^ a w a i 

% 
Realisasi iinl karvawan memrjeioleh sertifikasi x 100% Rencana 
jml karyawan memixu-oleh sertifikasi 

1 1 Produkt i f i t a s U s a h a Laba KotorxlOO% 
Biaya Usaha (Bdak termasuk beban bunga) 

12 DST. 1 

E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG J A W A B KEMASYARAKATAN | 1 5 , 0 11 3 
13 Pe n y a m p a i a n 

Laporan E l e k t r o n i k 
(Portal BUMN) 

% lumlah Laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN Lenokap 
& Tepat waktu x 1 0 0 % Total Laporan yano disamoalkan 

I 
1 

14 I ndeks GCG SKOR 
Hasil Penilaian ImplemntasI GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya 

1 

15 DST. 
F. AGEN PEMBANGUNAN 1 0 . 0 ... . . i ? 4 L . 
1 6 

Tenaga Kerja Lokal untuk 
Proyek di Daerah 

% 
Realisasi jmj tenaga kerja lokal prwek di daerah k 1 0 0 % Total tenaga 
kerja proyek di daerah 

... . . i ? 4 L . 

17 
TXDN Produk/KPI Outcome 

% Total Pengadaan Barang Lokal x 1 0 0 % Total Penaadaan Sarana Lokal 
dan Import . _ . . . 

... . . i ? 4 L . 

18 DST. 



BAB V 
RENCANA KERJA SAMA 

A. Rencana Kerja Sama Usaha 
RENCANA KERJA SAMA USAHA 

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai 
p ihak-p ihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, 
besaran n i la i investasi, b en tuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian 
has i l usaha. 
1. Pihak-Pihak 

Pihak BUM Desa Pihak ... 
1 1 

Kewajiban 2 2 

dst dst 
1 1 
2 2 

Hak 
2 

3 3 
dst dst 

2. Sumber Daya yang Diker jasamakan 
Sumber Daya Lokasi kedudukan hukum / Peruntukan dalam 

kepemilikan/penguasaan Kerja Sama 
Tanab Kas Desa 
seluas ... i 

Bangunan seluas 1 

Mesin ... sejumlah 
... unit 

\ 

dan seterusnya. i 

3. Besaran Investasi 
No Kebutuhan Biaya Peruntukan Pihak yang Menanggung 

Biaya 
Rp 
Rp 
Rp 

Total Rp. ... 1 

4. Bentuk Kerja Sama 
• sewa-menyewa, 
• kerja sama pemanfaatan, 
• bangun guna serah, 
• bangun serah guna, 
• pengembangan layanan a tau f i tur usaha. 

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasi l Usaha 



B. Rencana Kerja Sama Nonusaha 

RENCANA KERJA SAMA NON-USAflA 
Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak 

pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai 
investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama 
6. Pihak-Pihak 

Pihak BUM Desa Pihak ... 
4 4 
5 5 

Kewajiban 6 6 

dst dst 
4 4 

Hak 5 5 
6 6 
dst dst 

Tanah Kas Desa 
seluas ... 
Bangunan seluas 

7. Sumber Daya yang Dikerjasamakan 
Sumber Daya 

Mesin ... sejumlah 
unit 

dan seterusnya. 

Lokasi kedudukan bukum / 
kepemilikan / penguasaan 

Peruntukan dalam 
Kerja Sama 

8. . Ke butuhan Biaya 
No Kebutuhan Biaya Peruntukan Pihak yang Menanggung 

Biaya 

Rp 
Rp 
Rp 

Total Rp. ... 

9. Bentuk Kerja Sama 
• transfer teknologi, i lmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 
bentuk kerja sama lain. 

BAB VI 
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN 

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN 
Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada 

BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis 
keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan 
oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal 
BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya 
berisi hal-hal berikut: 

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan 
Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci. 



2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa 
Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha 

berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan 
catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, 
seperti i j in usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya. 

3. Rencana Lokasi 
Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut 

keunggulannya. Akan lebiih baik j ika memberikan altematif pilihan lokasi beserta 
analisis keunggulannya. 

4. Kebutuhan Tenaga Kerja 
Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria 

tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap 
pekerja. Perencanaan in i berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga 
kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiapn bulannya. 

5. Analisis Persaingan Usaha 
Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan 

kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa 
memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga 
disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan 
tindakan tersebut. 

6. Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang 

dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada: 
• Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha; 
• Strategi barga (price): berfokus pada keunggulan barga; 
• Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa; 

Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk. 
7. Perkiraan modal usaha 

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal 
kerja secara terperinci. 

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha 
Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) 

• Penentuan Harga Jual 
• Perkiraan Laba Kotor 
• Perkiraan Laba Bersib 

9. Alokasi Laba Usaha 
Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, 

tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena 
disesuaikan dengan kebutuhan pemihk usaha. 

10. Perkiraan Return on Investment 
Secara sederhana, Retum on Investment (ROl) adalah laba atas investasi 

yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan 
dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang 
diperoleh atau hilang pada suatu investasi. 

Dalam hal ini , investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran 
biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROl bemilai negatif, maka 
investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bemilai kerugian. 
Sebaliknya, ROl bemilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis 
Anda. 

11. Kesimpulan tentang usaha 
Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap 

tahun. 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
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LAMPIRAN X I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT ANALISIS KEUANGAN/KELAYAKAN 

Komparasi Laporan Laba Rui gi 
Kena ikan (Penurunan) 

Tahun (n+1) Tahun (n) J u m l a h % 
Penjualan 
Retur dan Potongan 
Penjualan Bersih 
HPP • 

Laba Kotor 
Beban Penjualan 
Beban Admin is t ras i 
Total Beban Operasional 
Laba Operasi 

Persentase kena ikan dalam penjualan bersih disertai dengan persentase kenaikan 
yang lebih besar da lam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan 
i n i berdampak pada t u r u n n y a laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban 
penjualan meningkat secara s igni f ikan, dan beban admin is t ras i sedikit meningkat. 
Secara kese luruhan, beban operasi meningkat sedangkan laba kotor meningkat 
hanya ... %. 

Kenaikan da lam laba operasi dan da lam laba bersih bersifat menguntungkan . Akan 
tetapi, s tud i mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru 
d i l akukan sebelum mencapai kes impulan mengenai penyebabnya. 

Komparas i Aset Lancar 

Aset 
Total Aset 

Kewajiban 
Kewajiban Lancara 
kewajiban j angka panjang 
to ta l kewajiban 

Eku i t a s Pemegang 
Total ekuitas Pemegang 

Tahun (n+1) Tahun (n) 
Kena ikan (Penurunan) 
J u m l a h % 



Komparasi Neraca 
Tahun n+1) Tahun (n) 

Aset 

Aset Lancar 
Investasi Jangka Panjang 
Aset Tetap (Bersih) 
Aset Tak Terwujud 

Jumlah Jumlah 

Total Aset 

Kewajiban 

Kewajiban Lancar 
Kewajiban Jangka Panjang 
Total Kewajiban 

Ekuitas Pemegang Saham 

Total ekuitas pemegang saham 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Bagian H u k u m , 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

ALUR PROSES PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 

Pendaftaran 
Narnii 

y ) ^ . - (.•uiiyjijj; 

•M>.nF lME.'.i» 
' c ah ses.ai 

CTe-tarqgurw a^ao 
:v=.'-;.r iHrha i49 -«r-«i 

Lm 

Pengisian toanijir isian 
pendanargn nama secara 
elektronik di sistem 
informasi Desa, meliputi: 
a nama yang diajukan b 
jenis BUM Desa; 
c. nama desa; 
d . alamat kedudukan 

YAKIN : E D I T DATA 
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J :a'A;gal ja)u.vdi3a 
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d DIMM Hiic..nr.(mlrf 
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Lidang L&ahd ~ 

output 

4 ttcUk m o H M n u h i Mtontuan 
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pi 

1. n i j a i data 
puivJukung 

YAKIN / EDIT DATA 

r.i. . 
fi-'tn. 

|i ,4 ill <. 1 ' liMi 

1 1 
'.u. 1. ' in 

r- ~ ,n te'tccao .s a' 
1 IflKtl. 

j u - . j - i q 

twia-'.j seca ia nicat is muta uJis leihadaL :.>erjpa''an a-rggarsn 
da&.jr fi uiigenai i a r a Ja< I U I M U L I J •ududjka i 
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LAMPIRAN X I I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGAWASAN 

LAPORAN PENGAWASAN 
Nama BUM Desa : 
Alamat Kedudukan : 
Kabupaten : Pacitan 
Periode : Semesteran/ Tahunan 
A. Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam semester/setahun 

terakhir) 

B. Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program Kerja berupa 

penilaian aspek kuantitati f maupun kualitati f terhadap realisasi Rencana Bisnis) 

C. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang 
mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM Desa) 

D. Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional 
(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh pelaksana operasional) 

E. Rekomendasi Pengawas 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kinerja BUM Desa, 

apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat penurunan 
kinerja) 

F. Apresiasi 
(Diisi apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi) 

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun 
Atas Nama Dewan Pengawas 

tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 

Keterangan: 
*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan 

mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUM Desa. 
**) jumlah halaman/ukuran dalam contoh lampiran in i tidak mengikat sebingga BUM Desa 

dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan. 

BUPATI PACITAN 
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LAMPIRAN X I V 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN 
A. Laporan Laba Rugi 

FORMAT LAPORAN LABA RUGI 

Akun tanggal 
4.0.00 -PENDAPATAN 
4.1.00 - PENDAPATAN USAHA 

4.1.01 - Pendapata 
TOTAL PENDAPATAN 

5.0.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 
5.1.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 

1.1.01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.00 - HARGA POKOK BARANG DAGANG 
1.2.01 -Pembelia 

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN 
LABAKOTOR 

(TOTAL PENDAPATAN - TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN) 
1.0.00 -BIAYA 
1.1.00-BIAYA USAHA 
1.1.01 - Biaya Umum dan Administrasi 

TOTAL BIAYA 
TOTAL PENDAPATAN USAHA 

(TOTAL LABA KOTOR - TOTAL BIAYA) 
7.0.00 - PENDAPATAN LAINNYA 
7.1.00 - PENDAPATAN DILUAR USHA 

1.1.01 - Pendapatan Lainnya 
TOTAL PENDAPATAN LAINNYA 

1.0.00 - BIAYA LAINNYA 
1.1.00 - BIAYA DILUAR USAHA 

1.1.01 - Biaya Lainny 
TOTAL BIAYA LAINNYA 

TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA 
(TOTAL PENDAPATAN LAINNYA - TOTAL BIAYA LAINNYA) 

LABA/RUGI BERSIH 
(TOTAL PENDAPATAN USAHA + TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA) 

B. Perubahan Modal 
1 PERUBAHAN MODAL 

Modal (Awal) per . . . (tanggal) 

Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir . . . (tanggal) 

Saldo Laba Ditahan per... (tanggal) 
Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Divlden untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Saldo Laba Ditahan per . . . (tanggal) 

Modal Akhir 

C. Neraca 
FORMAT LAPORAN NERACA 

Akun 
1.0.00 -ASET 

1.1.00 - ASET LANCAR 
1.1.01 - Kas 

1.1.01.01 - Kas besar 
1.1.01.02 - Pretty Cash 

1.1.02 - Bank 
1.1.02.01 - Bank... 
1.1.02.02 Kas besar 



1.1.03 - Piutang 
1.1.01.03 - Deposit Tiket 
1.1.03.01 - Piutang Usaha 
1.1.03.03 - Piutang Karyawan 

1.1.05 - Persediaan 
1.1,05.01 - Persediaan Barang Dagang 

1.1.06 - Periengkapan 
1.1.06.01 - Perlengkapan Kantor 

1.1.07 - Pajak Dibayar Dimuka 
1.1.07.01 Pajak PPN Masukan 
1.1.07.02 Pajak Dibayar DImuka PPh23 

1.1.08 _ Biaya Dibayar Dimuka 
1.1.08.02 - Uang Muka/Pinjaman Kepada Karyawan 
1.1.08.03 _ Uang Muka Pembelian 
1.1.08.04 - Cash Advance 
1.1.08.06 - Cashbon/Pi njaman 

1.2.00 - ASETTIDAK-UNCAR 
1.2.01 - Aset Tetap 

1.2.01.02 Bangunan 
1.2.01.03 - Kendaraan 
1.2.01.05 Peralatan Kantor 
1.2.01.07 Akumulasi Penyusutan Bangunan 
1.2.01.08 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

1.2.04 KITCHEN MACHINERY 
1.2.04,01 Freezer 

TOTAL ASET 
2.0.00 KEWAJIBAN 

2.1.00 KEWAJIBAN UNCAR 
2.1.01 Utang 

2.1.01.01 Utang Usaha 
2.1.02 Utang Pajak 

2.1.02.01 Utang PPN Keiuaran 
2.1.02.02 Utang PPh 21 
2.1.02.04 Utang PPh 23 

2.1.03 Biaya Terutang (Masih Harus Dibayar) 
2.1.03.01 Utang Gaji/Upah 
2.1.03.02 Utang BPJS Kesehatan 
2.1.03.06 Utang Deposit 

2.1.04 Utang Lainnya 
2.1.04.04 Pendapatan DIterima Dimuka 
2.1.04.05 Utang Lainnya 

TOTAL KEAWAJIBAN 
3.0.00 EKUITAS 

3.1.00 EKUITAS 
3.1.01 Modal 

3.1.01.01 Modal Disetor 
3,1.01.02 Utang Di reksi 

3.1.02 Saldo Laba 
3.1.02.01 Saldo Laba Ditahan 
3.1.02.02 Saldo Laba Tahun Berjalan 

TOTAL EKUITAS 
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 

D. Arus Kas 
FORMAT LAPORAN ARUS KAS 

A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL 
Penerima Kas dari Pelanggan 
4.1.01.01 - Penjualan 
4.1.01.02 - Potongan Penjualan 
4.1.01.03 - Retur Penjualan 
1.1.03.01 - Kenaikan Pada Piutang Usaha 
2.1.02.01 - Kenaikan Pada Utang PPN Keiuaran 
2.1.04.04 - Kenaiakan Pada Pendapatan Diterima Dikmuka 
1.1.07.04 - Kenaikan Paa Pajak Dibayar Dimuka PPh 23 

Total Penerima Kas dari Pelanggan 
Kas yang Dibayarkan ke Vendor 



2.1.01.01 - Kenaikan Pada Utang Usaha 
1.1.07.01 - Kenaiakan Pada Pajak PPN Masukan 
5.1.01.01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.01.01 - Pembelian 

Total Kas yang Diabayarkan ke Vendqr_ 

Kas yang DIbayarklan untuk Pajak 
1.1.01.01 - Penurunan Pada Kas Besar 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak 

Kas yang Diyarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 
Total Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 

Kas yang DIbayarklan untuk Biaya Operasional 
6.1.01.01 - Biaya Gaji 
6.1.01.06 - Biaya Insentif dan Bonus 
6.1.01.08 - Biaya Makan 
6.1.01.09- Biaya Medis 
6.1.01.10 - Biaya Perjalanan Dinas 
6.1.01.11 - Biaya Transportasi, bbm. Toll dan Parkir 
6.1.01.12- Biaya Listrik 
6.1.01.13- Biaya Gas 
6.1.01.16 - Biaya Keamanan dan Kebersihan 
6.1.01.18 - Biaya TATK dan Fotocopy 
6.1.01.19 - Biaya Perlengkapan 
6.1.01.22 - Biaya Servis dan Pemeliharaan 
6.1.01.24 - Biaya Entertaiment dan Representasi 
6.1.01.33 - Biaya Operasional Lainnya 
6.1.01.34 - Biaya Penyusutan Bangunan Kantor 
6.1.01.35 - Biaya Penyusutan Kendaraan 
6.1.01.36- Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 
1.2.01.08- Kenaiakan Pada Akumlasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10 - Kenaiakan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional 
Kas yang DIbayarkan/Dlterlma Lainnya 
7.1.01.04 - Pendapatan Dlluar Usaha Lainnya 
7.1.01.02 - Laba Atas Selsish Kurs 
8.1.01.03 - Rugi Atad Selisih Kurs 

Total Kas yang DIbayar/Dlterlma Lainnya 
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL 

B. ARUS KAS DARI INVESTASI 
Kas dari Investasi 
1.2.01.03 - Kenaikan Pada Kendaraan 
1.2.01.05 - Kenaikan Pada Peralatan Kantor 

Total Kas dari Investasi 
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI 

C. ARUS KAS DARI PENDANAAN 
Kas dari Pendanaan 
3.1.01.01 - Kenaikan Pada Modal Disetoer 

Total Kas dari Pendanaan 

TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN 

KAS PADA SAAT AWAL PERIODE 

TOTAL KAS YANG DITERIMA 

KAS PADA SAAT AKHIR SALDO 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
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LAMPIRAN X V 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT LAPORAN TAHUNAN 

LAPORAN TAHUNAN 
Laporan Tahunan terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran sebagaimana 

daftar berikut: 
Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 
1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Tahun 
2. Laporan Manajemen 

a. Laporan Pelaksana Operasional 
b. Laporan Pengawasan 

3. Profil BUM Desa 
a. Visi Misi 
b. Struktur organisasi dan daftar SDM 
c. Kepemihkan Modal 

4. Kinerja BUM Desa 
a. Kondisi Sumber Daya Manusia 
b. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 
c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha 
d. Kondisi Keuangan 

5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha 
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha 
7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya 

8. Laporan Keuangan 
a. neraca; 
b. laporan laba rugi; 
c. laporan perubahan ekuitas; 
d. laporan arus kas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

Lampiran : 
Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa 
Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa) 

Berikut format laporan tahunan secara terperinci: 



LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAflUNAN 

Laporan tahunan beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat 
sesuai dengan keadaan sebenamya oleh pelaksana operasional yang ditelaah oleh dewan 
pengawas dan penasihat dengan membubuhkan tanda tangan di bawab ini. 

Pelaksana Operasional 

tanda tangan tanda tangan 

Nama Lengkap 
Direktur Utama 

Nama Lengkap 
Direktur . . 

Pengawas 

tanda tangan tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 

Penasihat 

Nama Lengkap 
Pengawas 

tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 



BAB I 
IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU TAHUN 

Berisi ringkasan penjelasan mengenai capaian-capaian dalam setahun terakhir meliputi: 
- keberhasilan atau stagnasi usaha; 
- jumlah dan pertumbuhan transaksi; 
- jumlah hasil usaha; 
- perkembangan aset; 
- pajak yang telah dibayarkan; 
- kontribusi pada pendapatan asli desa; 
- dan Iain sebagainya. 



BAB II 
LAPORAN MANAJEMEN 

Laporan Pelaksana Operasional 

Berisi laporan dari pelaksana operasional yang diwakili oleh direktur yang memuat: 
- keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dijalankan; 
- tantangan-tantangan usaha; 
- strategi yang telah dijalankan; 
- rencana-rencana yang akan dikerjakan; dan 
- apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi. 

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun 
Atas Nama Pelaksana Operasional 

tanda tangan 

Nama Lengkap 
Direktur Utama 



B. Laporan Pengawasan 

Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam setahun 
terakhir) 

Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program 
Kerja berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi 
Rencana Bisnis) 

Faktor yang Mempengaruhi Kineija 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan 
likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM 
Desa) 

Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional 
(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh pelaksana 
operasional) 

Rekomendasi Pengawas 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kinerja BUM 
Desa, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat 
penurunan kinerja) 

Apresiasi 
(Diisi apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi) 

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun 

Atas Nama Dewan Pengawas 
tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 

Keterangan: 
*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan 

mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUM Desa. 
**) jumlah halaman/ukuran dalam contoh lampiran in i tidak mengikat sebingga BUM Desa 

dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan. 



A. Visi dan Misi 
Visi 

BAB III 
PROFIL BUM DESA 

Misi 

B. Struktur organisasi dan daftar SDM 

S t r u k t u r Organisasi B U M Desa 

Daftar SDM BUM Desa 

C. Kepemilikan Modal 
1) Penyertaan Modal Awal 

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal) 

No Nama Jabatan 
1 Penasihat 
2 Pengawas 
3 Direktur 
4 Sekretaris 
5 Bendahara 
6 Manager Usaha A 
7 Pegawai Usaha A 
8 Pegawai Usaha A 
9 Manager Usaha B 
10 Pegawai Usaha B 
11 Pegawai Usaha B 

2) Penyertaan Modal Desa 
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa) 

3) Penyertaan Modal Masyarakat 
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat) 



BAB IV 
KINERJA BUM DESA 

A. Kondisi Sumber Daya Manusia 
(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa) 

B. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 
Uraian Perkembangan Usaha A 

Uraian Perkembangan Usaha B 

Uraian Perkembangan Usaha C 

C. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha 
Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama 
non-usaha. 

D. Kondisi Keuangan 
Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi pennodalan, 
utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset. 



BAB V 
PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA 

No Masalah Kondisi Harapan 
1 
2 
3 
4 
5 

Strategi 

(uraian mengenai masalah, kondisi yang diharapkan dan strategi yang 
direncanakan untuk mengatasi masalah) 



BAB VI 
POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA 

A. Potensi 

No Potensi Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Potensi 

1 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
potensi) 

B. Peluang 

No Peluang Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan i 
Peluang 

1 
2 
3 j 
4 
5 

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
peluang) 

C. Prospek Usaha 

No Prospek Usaha Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Prospek Usaha 

I 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi 
pemanfaatan prospek usaha) 

BAB VII 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA 

(uraian mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari telaah terhadap 
permasalahan yang mempjengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang dan 
prospek usaha) 



BAB VIII 
LAPORAN KEUANGAN 

E. Laporan Laba Rugi 
FORMAT LAPORAN LABA RUGI 

Akun tanggal 
4.0.00 -PENDAPATAN 
4.1.00 - PENDAPATAN USAHA 

4 101 - Pendapatan 
TOTAL PENDAPATA j ^ 

5.0.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 
5.1.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 

I 1 01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.00 - HARGA POKOK BARANG DAGANG 
I 2 01 - Pembelian 

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN 
LABA KOTOR 

(TOTAL PENDAPATAN - TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN) 
6.0.00 -BIAYA 
6.1.00 - BIAYA USAHA 
1.1.01 - Biaya Umum dan Administrasi 

TOTALJIAY f_ 

TOTAL PENDAPATAN USAHA 
(TOTAL LABA KOTOR • TOTAL BIAYA) 

1.0.00 - PENDAPATAN LAINNYA 
1.1.00 - PENDAPATAN DILUAR USHA 

1.1.01 - Pendapatan Lainnya 
TOTAL PENDAPATAN LAINNYA 

1.0.00 - BIAYA LAINNYA 
1.1.00 • BIAYA DILUAR USAHA 

1.1.01 - Biaya Lainnya 
TOTAL BIAYA LAINNYA / 'f_ 

TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA 
(TOTAL PENDAPATAN LAINNYA - TOTAL BIAYA UINNYA) 

lABA/RUGI BERSIH 
(TOTAL PENDAPATAN USAHA + TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA) 

F. Perubahan Modal 
PERUBAHAN MODAL 

Modal (Awal) per.. . (tanggal) 
Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Saldo Laba Ditahan per... (tanggal) 
Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Divlden untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Saldo Laba Ditahan per... (tanggal) 
Modal Akhir 



G. Neraca 
FORMAT LAPORAN NERACA 

Akun 
1.0.00 ASET 

1.1.00 ASET LANCAR --

1.1.01 Kas 
1.1.01.01 Kas besar 
1.1.01.02 Pretty Cash 

1.1.02 Bank 
1.1.02.01 * Bank... 
1.1.02.02 - Kas besar 

1.1.03 Piutang 
1.1.01.03 Deposit Tiket 

- -

1.1.03.01 Piutang Usaha 
1.1.03.03 Piutang Karyawan 

. . . . J 

1.1.05 Persediaan 
1.1.05.01 Persediaan Barang Dagang 

1.1.06 Perlengkapan 
1.1.06.01 Perlengkapan Kantor 

1.1.07 Pajak Dibayar Dimuka 
1.1.07.01 Pajak PPN Masukan 
1.1.07.02 Pajak Dibayar Dimuka PPh23 

-

1.1.08 Biaya Dibayar Dimuka 
- . . . . . . . 

1.1.08.02 Uang Muka/Pinjaman Kepada Karyawan 
1.1.08.03 Uang Muka Pembelian 
1.1.08.04 Cash Advance -

1.1.08.06 Cashbon/Pi njaman 
1.2.00 ASET TIDAK-LANCAR -

1.2.01 Aset Tetap 
1.2.01.02 Bangunan 
1.2.01.03 Kendaraan 
1.2.01.05 Peralatan Kantor 
1.2.01.07 Akumulasi Penyusutan Bangunan 
1.2.01.08 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

1.2.04 KITCHEN MACHINERY 
1.2.04.01 Freezer 

TOTAL ASET 
2.0.00 KEWAJIBAN 

2.1.00 KEWAJIBAN LANCAR 
2.1.01 Utang 

2.1.01.01 Utang Usaha 
2.1.02 Utang Pajak 

2.1.02.01 Utang PPN Keiuaran 
2.1.02.02 Utang PPh 21 
2.1.02.04 Utang PPh 23 

2.1.03 Biaya Terutang (Maslh Harus Dibayar) 
2.1.03.01 Utang Gaji/Upah 
2.1.03.02 Utang BPJS Kesehatan 
2.1.03.06 Utang Deposit 

, 

2.1.04 Utang Lainnya 
2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka 
2.1.04.05 Utang Lainnya 

TOTAL KEAWAJIBAN 
3.0.00 EKUITAS 

3.1.00 EKUITAS 
3.1.01 Modal 

3.1.01.01 Modal Disetor 
3.1.01.02 Utang Di reksi 

3.1.02 Saldo Laba 
3.1.02.01 Saldo Laba Ditahan 
3.1.02.02 Saldo Laba Tahun Berjalan 

TOTAL EKUITAS 
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 



H. Arus Kas 
F O R M A T LAPORAN ARUS KAS 

A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL 
Penerima Kas dari Pelanggan 
4.1.01.01 - Penjualan 
4.1.01.02 - Potongan Penjualan 
4.1.01.03 - Retur Penjualan 
1.1.03.01 - Kenaikan Pada Piutang Usaha 
2.1.02.01 - Kenaikan Pada Utang PPN Keiuaran 
2.1.04.04 - Kenaiakan Pada Pendapatan Diterima Dikmuka 
1.1.07.04 - Kenaikan Paa Pajak Dibayar Dimuka PPh 23 

Total Penerima Kas dari Pelanggan 
Kas yang Dibayarkan ke Vendor 
2.1.01.01 - Kenaikan Pada Utang Usaha 
1.1.07.01 - Kenaiakan Pada Pajak PPN Masukan 
5.1.01.01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.01.01-Pembelian 

Total Kas yang Diabayarkan ke Vendor 
Kas yang DIbayarklan untuk Pajak 
1.1.01.01 - Penurunan Pada Kas Besar 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak 
Kas yang Diyarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 
Fotal Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 
Kas yang DIbayarklan untuk Biaya Operasional 
6.1.01.01 - Biaya Gaji 
6.1.01.06 - Biaya Insentif dan Bonus 
6.1.01.08- Biaya Makan 
6.1.01.09- Biaya Medis 
6.1.01.10 - Biaya Perjalanan Dinas 
6.1.01.11 - Biaya Transportasi, bbm. Toll dan Parkir 
6.1.01.12 - Biaya Listrik 
6.1.01.13 - Biaya Gas 
6.1.01.15 - Biaya Keamanan dan Kebersihan 
6.1.01.18 - Biaya TATK dan Fotocopy 
6.1.01.19 - Biaya Perlengkapan 
6.1.01.22 - Biaya Servis dan Pemeliharaan 
6.1.01.24 - Biaya Entertaiment dan Representasi 
6.1.01.33 - Biaya Operasional Lainnya 
6.1.01.34 - Biaya Penyusutan Bangunan Kantor 
6.1.01.35 - Biaya Penyusutan Kendaraan 
6.1.01.36 - Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 
1.2.01.08 - Kenaiakan Pada Akumlasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10- Kenaiakan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional 
Kas yang DIbayarkan/Dlterlma Lainnya 
7.1.01.04 - Pendapatan Dlluar Usaha Lainnya 
7.1.01.02 - Laba Atas Selsish Kurs 
8.1.01.03 - Rugi Atad Selisih Kurs 

Total Kas yang Dibayar/Diterima Lainnya 
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL 

B. ARUS KAS DARI INVESTASI 

Kas dari Investasi 
1.2.01.03 - Kenaikan Pada Kendaraan 
1.2.01.05 - Kenaikan Pada Peralatan Kantor 

Total Kas dari Investasi 
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI 

C. ARUS KAS DARI PENDANAAN 
Kas dari Pendanaan 

3.1.01.01 - Kenaikan Pada Modal Disetoer 
Total Kas dari Pendanaan 

TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN 

KAS PADA SAAT AWAL PERIODE 

TOTAL KAS YANG DITERIMA 

KAS PADA SAAT AKHIR SALDO 



I . Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang 
ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi 
kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan, 
membantu menjelaskan, perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta 
memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. 
Catatan atas Laporan Keuangan, dapat mencakup informasi tentang hutang, 
kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual 
untuk menjelaskan angka-angka keuangan. 

LAMPIRAN 
Lampiran I : Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa 
Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa) 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asHjaya 
Kepala Bagip»-Hukjaifi, 

DENI GAHYANTQRQ, SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. I 9 8 I I 2 I 4 200501 1 004 



LAMPIRAN XV I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 178 TAHUN 2021 
TENTANG BADAN USAHA MIL IK D E S A 

CONTOH FORMAT LAPORAN SEMESTERAN 

LAPORAN SEMESTERAN 
Laporan Semesteran terdiri dari minimal delapan bab dan satu lampiran 

sebagaimana daftar berikut: 
Lembar Pertanggungjawaban Laporan Semesteran 
1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Semester 
2. Laporan Manajemen 

c. Laporan Pelaksana Operasional 
d. Laporan Pengawasan 

3. Profil BUM Desa 
d. Visi Misi 
e. Struktur organisasi dan daftar SDM 
f. Kepemilikan Modal 

4. Kinerja BUM Desa 
e. Kondisi Sumber Daya Manusia 
f. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa 
g. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha 
h. Kondisi Keuangan 

5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha 
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha 
7. Strategi dan Kebijakan Semester Berikutnya 
8. Laporan Keuangan 

f. neraca; 
g. laporan laba rugi; 
h. laporan perubahan ekuitas; 
i . laporan arus kas; dan 

j . catatan atas laporan keuangan 
Lampiran 

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa 
Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (sesuai kebutuhan dan 

kemampuan BUM Desa) 



Berikut format laporan semesteran secara terperinci: 

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN SEMESTERAN 

Laporan semesteran beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini 
dibuat sesuai dengan keadaan sebenamya oleb pelaksana operasional yang ditelaab oleb 
dewan pengawas dan penasibat dengan membububkan tanda tangan di bawab ini. 

Pelaksana Operasional 
tanda tangan tanda tangan 

Nama Lengkap 
Direktur Utama 

Nama Lengkap 
Direktur . .. 

Pengawas 
tanda tangan tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 

Nama Ixngkap 
Pengawas 

Penasibat 

tanda tangan 

Nama Lengkap 
Ketua Dewan Pengawas 



BAB I 
IKHTISAR PENCAPAIAN BUM DESA SELAMA SATU SEMESTER 

Berisi ringkasan penjelasan mengenai capaian-capaian dalam satu semester 
terakhir meliputi: 

- keberhasilan atau stagnasi usaba; 
- jumlab dan pertumbuban transaksi; 
- jumlab basil usaba; 
- perkembangan aset; 

pajak yang telab dibayarkan; 
- kontribusi pada pendapatan asb desa; 

dan lain sebagainya. 



BAB II 
LvM'ORAN MANAJEMEN 

Laporan Pelaksana Operasional 

Berisi laporan dari pelaksana operasional yang diwakili oleh direktur yang memuat: 
keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telab dijalankan; 
tantangan-tantangan usaba; 
strategi yang telab dijalankan; 
rencana-rencana yang akan dikerjakan; dan 

- apresiasi terbadap pibak-pibak yang telab berkontribusi. 

Nama Desa, tanggal-bulan-tabun 
Atas Nama Pelaksana Operasional 

tanda tangan 

Nama Lengkap 
Direktur Utama 



B. Laporan Pengawasan 

Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
(Diisi hal-hal terkait tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dalam satu 
semester terakhir) 

Penilaian atas Realisasi Rencana Program Kerja 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang pelaksanaan Rencana Program 
Kerja berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terbadap realisasi 
Rencana Bisnis) 

Faktor yang Mempengarubi Kinerja 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas tentang taktor-taktor yang mempengarubi 
kinerja BUM Desa antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan 
bkuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUM 
Desa) 

Pandangan Atas Rencana Pelaksana Operasional 
(Diisi pandangan atas rencana-rencana yang akan dikerjakan oleb pelaksana 
operasional) 

Rekomendasi Pengawas 
(Diisi dengan penilaian Dewan Pengawas mengenai upaya memperbaiki kineija BUM 
Desa, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUM Desa terdapat 
penurunan kinerja) 

Apresiasi 
(Diisi apresiasi terbadap pibak-pibak yang telab berkontribusi) 

Nama Desa, tanggal-bulan-tabun 
Atas Nama Dewan Pengawas 

tanda tangan 

Nama L^engkap 
Ketua Dewan Pengawas 

Keterangan: 
*) penilaian Dewan Pengawas dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan 

mengenai taktor-taktor eksternal yang mempengarubi operasional BUM Desa. 
**) jumlab balaman/ukuran dalam contob lampiran in i tidak mengikat sebingga BUM Desa 

dapat menguraikan lebib rinci atau menambahkan. 

BAB III 
PROFIL BUM DESA 

A. Visi dan Misi 
Visi 

Misi 

B. Struktur organisasi dan daftar SDM 

S t r u k t u r Organisasi BUM Desa 



Daftar SDM BUM Desa 
No Nama Jabatan 

1 Penasibat 

2 Pengawas 

3 Direktur 

4 Sekretaris 

5 Bendabara 

6 Manager Usaba A 

7 Pegawai Usaba A 

8 Pegawai Usaba A 

9 Manager Usaba B 

10 Pegawai Usaba B 

11 Pegawai Usaba B 

C. KepemiUkan Modal 
1) Penyertaan Modal Awal 

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal) 

2) Penyertaan Modal Desa 
(Dusi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa) 

3) Penyertaan Modal Masyarakat 
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat) 



BAB IV 
KINERJA BUM DESA 

A. Kondisi Sumber Daya Manusia 
(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa) 

B. Perkembangan Usaba BUM Desa dan Unit Usaba BUM Desa 
Uraian Perkembangan Usaba A 

Uraian Perkembangan Usaba B 

Uraian Perkembangan Usaba C 

C. Progress Kerja Sama Usaba dan Kerja Sama Non-Usaba 
Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaba maupun kerja sama 
non-usaba. 

D. Kondisi Keuangan 
Uraian mengenai kondisi keuangan satu semester terakbir meliputi permodalan, 
utang, piutang, basil usaba dan perkembangan asset. 



BAB V 
PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA 

No Masalah Kondisi Harapan 
1 
2 
3 
4 
5 

Strategi 

(uraian mengenai masalah, kondisi yang diharapkan dan strategi yang 
direncanakan untuk mengatasi masalah) 



BAB VI 
POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA 

A. Potensi 

No Potensi Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Potensi 

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
potensi) 

B. Peluang 

No Peluang Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Peluang 

1 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan 
peluang) 

C. Prospek Usaha 

No Prospek Usaha Kondisi Harapan Strategi Memanfaatkan 
Prospek Usaha 

1 
2 
3 
4 
5 

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi 
pemanfaatan prospek usaha) 

BAB Vl l 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEMESTER BERIKUTNYA 

(uraian mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari telaah terhadap 
permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang dan 
prospek usaha) 



BAB VIII 
LAPORAN KEUANGAN 

A. Laporan Laba Rugi 
FORMAT LAPORAN LABA RUGI 

Akun 
4.0.00 -PENDAPATAN 
4.1.00 - PENDAPATAN USAHA 

4.1.01 - Pendapata 
TOTAL PENDAPATA 

5.0.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 
5.1.00 - HARGA POKOK PENJUALAN 

1.1.01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.00 - HARGA POKOK BARANG DAGANG 
I 2 01 - Pembelia 

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN 
LABA KOTOR 

(TOTAL PENDAPATAN - TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN) 
6.0.00 -BIAYA 
6.1.00 - BIAYA USAHA 
1.1.01 - Biaya Umum dan Administrasi 

TOTAL BIAY 
TOTAL PENDAPATAifuSAh^ 

(TOTAL LABA KOTOR - TOTAL BIAYA) 
1.0.00 - PENDAPATAN LAINNYA 
1.1.00 - PENDAPATAN DILUAR USHA 

1.1.01 - Pendapatan Lainnya 
TOTAL PENDAPATAN LAINNYA 

1.0.00 -BIAYA LAINNYA 
1.1.00 - BIAYA DILUAR USAHA 

1.1.01 - Biaya Lainnya 
TOTAL BIAYA LAINNYA 

TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA 
(TOTAL PENDAPATAN LAINNYA - TOTAL BIAYA LAINNYA) 

LABA/RUGI BERSIH 
(TOTAL PENDAPATAN USAHA + TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA) 

B. Perubahan Modal 
PERUBAHAN MODAL 

Modal (Awal) per.. . (tanggal) 
Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Saldo Laba Ditahan per... (tanggal) 
Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Dividen untuk Tahun yang berakhir... (tanggal) 
Saldo Laba Ditahan per.. . (tanggal) 
Modal Akhir 



C. Neraca 
FORMAT LAPORAN NERACA 

Akun 
1.0.00 -ASET 

1.1.00 - ASET LANCAR 
1.1.01 - Kas 

1.1.01.01 - Kas besar 
1.1.01.02 - Pretty Cash 

1.1.02 - Bank 
1.1.02.01 - Bank... 
1.1.02.02 - Kas besar 

1.1.03 - Piutang 
1.1.01.03 - Deposit Tiket 
1.1.03.01 - Piutang Usaha 
1.1.03.03 - Piutang Karyawan 

1.1.05 - Persediaan 
1.1.05,01 - Persediaan Barang Dagang 

1.1.06 - Perlengkapan 
1.1.06.01 - Perlengkapan Kantor 

1.1.07 - Pajak Dibayar Dimuka 
1.1.07.01 - Pajak PPN Masukan 
1.1.07.02 - Pajak Dibayar Dimuka PPh23 

1.1.08 - Biaya Dibayar Dimuka 
1.1.08.02 - Uang Muka/Plnjaman Kepada Karyawan 
1.1.08.03 - Uang Muka Pembelian 
1.1.08.04 - Cash Advance 
1.1.08.06 - Cashbon/Pi njaman 

1.2.00 - ASET TIDAK-LANCAR 
1.2.01 - Aset Tetap 

1.2.01.02 - Bangunan 
1.2.01.03 - Kendaraan 
1.2.01.05 - Peralatan Kantor 
1.2.01.07 - Akumulasi Penyusutan Bangunan 
1.2.01.08 - Akumulasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10 - Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

1.2.04 - KITCHEN MACHINERY 
1.2.04.01 - Freezer 

TOTAL ASET 
2.0.00 - KEWAJIBAN 

2.1.00 - KEWAJIBAN LANCAR 
2.1.01 - Utang 

2.1.01.01 - Utang Usaha 
2.1.02 - Utang Pajak 

2.1.02.01 - Utang PPN Keiuaran 
2.1.02.02 - Utang PPh 21 
2.1.02.04 - Utang PPh 23 

2.1.03 - Biaya Terutang (Maslh Harus Dibayar) 
2.1.03.01 - Utang Gaji/Upah 
2.1.03.02 - Utang BPJS Kesehatan 
2.1.03.06 - Utang Deposit 

2.1.04 - Utang Lainnya 
2.1.04.04 - Pendapatan Diterima Dimuka 
2.1.04.05 - Utang Lainnya 

TOTAL KEAWAJIBAN 
3.0.00 - EKUITAS 

3.1.00 - EKUITAS 
3.1.01 - Modal 

3.1.01.01 - Modal Disetor 
3.1.01.02 - Utang Di reksi 

3.1.02 - Saldo Laba 
3.1.02.01 - Saldo Laba Ditahan 
3.1.02.02 Saldo Laba Tahun Berjalan 

TOTAL EKUITAS 
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 



D. Arus Kas 
FORMAT LAPORAN ARUS KAS 

A. ARUS KAS DARI OPERASIONAL 
Penerima Kas dari Pelanggan 
4.1.01.01 - Penjualan 
4.1.01.02 - Potongan Penjualan 
4.1.01.03 - Retur Penjualan 
1.1.03.01 - Kenaikan Pada Piutang Usaha 
2.1.02.01 - Kenaikan Pada Utang PPN Keiuaran 
2.1.04.04- Kenaiakan Pada Pendapatan Diterima Dikmuka 
1.1.07.04 - Kenaikan Paa Pajak Dibayar Dimuka PPh 23 

Total Penerima Kas dari Pelanggan 
Kas yang Dibayarkan ke Vendor 
2.1.01.01 - Kenaikan Pada Utang Usaha 
1.1.07.01 - Kenaiakan Pada Pajak PPN Masukan 
5.1.01.01 - Harga Pokok Penjualan 
5.2.01.01- Pembelian 

Total Kas yang Diabayarkan ke Vendor 
Kas yang DIbayarklan untuk Pajak 
1.1.01.01 - Penurunan Pada Kas Besar 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak 
Kas yang Diyarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional 
Kas yang DIbayarklan untuk Biaya Operasional 
6.1.01.01-Biaya Gaji 
6.1.01.06 - Biaya Insentif dan Bonus 
6.1.01.08 - Biaya Makan 
6.1.01.09-Biaya Medis 
6.1.01.10 - Biaya Perjalanan Dinas 
6.1.01.11 - Biaya Transportasi, bbm, Toll dan Parkir 
6.1.01.12 - Biaya Listrik 
6.1.01.13 - Biaya Gas 
6.1.01.16 - Biaya Keamanan dan Kebersihan 
6.1.01.18 - Biaya TATK dan Fotocopy 
6.1.01.19 - Biaya Perlengkapan 
6.1.01.22 - Biaya Servis dan Pemeliharaan 
6.1.01.24 - Biaya Entertaiment dan Representasi 
6.1.01.33 - Biaya Operasional Lainnya 
6.1.01.34 - Biaya Penyusutan Bangunan Kantor 
6.1.01.35 - Biaya Penyusutan Kendaraan 
6.1.01.36 - Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 
1.2.01.08 - Kenaiakan Pada Akumlasi Penyusutan Kendaraan 
1.2.01.10 - Kenaiakan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional 
Kas yang Dibayarkan/Diterima Lainnya 
7.1.01.04 - Pendapatan Dlluar Usaha Lainnya 
7.1.01.02 - Laba Atas Selsish Kurs 
8.1.01.03 - Rugi Atad Selisih Kurs 

Total Kas yang Dibayar/Diterima Lainnya 

TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL 

B. ARUS KAS DARI INVESTASI 

Kas dari Investasi 
1.2.01.03 - Kenaikan Pada Kendaraan 
1.2.01.05 - Kenaikan Pada Peralatan Kantor 

Total Kas dari Investasi 
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI 

C. ARUS KAS DARI PENDANAAN 
Kas dari Pendanaan 
3.1.01.01 - Kenaikan Pada Modal Disetoer 

Total Kas dari Pendanaan 

TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN 

KAS PADA SAAT AWAL PERIODE 

TOTAL KAS YANG DITERIMA 

KAS PADA SAAT AKHIR SALDO 



E. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang 
ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi 
kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan 
membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta 
memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. 
Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, 
kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual 
untuk menjelaskan angka-angka keuangan. 

LAMPIRAN 
Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan BUM Desa 
Lampiran 2: Opini dari akuntan publik (sesuai kebutuhan dan kemampuan BUM Desa) 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala Baman H u k u m , 

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


